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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kekuatan alat bukti 
dokumen elektronik yaitu cetakan media sosial sebagai tindak pidana di bidang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses pembuktian Hukum Acara 
Pidana (Studi Putusan Nomor:248/Pid.Sus/2017/Pn.Trg). Metode penelitian yang 
digunakan Penulis adalah normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus (case 
study). Upaya pembuktian memerlukan beberapa alat bukti yang telah mempunyai 
legalitas yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) yaitu pada Pasal 184 KUHAP antara lain: a) Keterangan Saksi; b) 
Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan Terdakwa. Mengacu 
pada pasal tersebut jika dilihat alat bukti yang dapat digunakan dalam proses 
pembuktian sangatlah sempit dan terbatas, sehingga muncul alat bukti diluar 
KUHAP. Pemecahan masalah adalah dengan terbentuknya Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik khususnya yang 
berbentuk dokumen elektronik yakni cetakan media elektronik telah diatur dalam 
Pasal 5 dan Pasal 44 Undang-Undang tersebut, dikaitkan dengan Pasal 184 ayat 
(1)  KUHAP dapat diartikan sebagai alat bukti surat. Memperhatikan alat bukti 
tersebut dengan didukung alat bukti yang lain maka Hakim Pengadilan Negeri 
Tenggarong dalam menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 
193 ayat (1) KUHAP.  









Daniel Widya Kurniawan. 2018. E0014081. REVIEW OF THE POWER OF 
THE ELECTRONIC DOCUMENT SUPPORT ON THE REQUIREMENT OF 
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The purpose from this research to knowing about the power evidence of 
eletronical document that is social media printing as follow criminal offense in 
the field electronic information and transaction on the process authentication of 
Criminal Procedural Law (Study Of Decision Number: 248 / Pid.Sus / 2017 / 
Pn.Trg). The research method that to be used is normative or doctrinal with case 
approach study. The evidence in criminal law has been regulated on the Criminal 
Procedure Code (KUHAP) id est Article 184 KUHAP, among others: 1) 
Statement of Witnesses; 2) Statement of Expert; 3) Letter; 4) Directive; and 5) 
Statement of Defendant. Referring on the article when viewed evidence that can 
be used in the authentication process is very narrow and limited, so that there is 
evidences outside KUHAP. The solution is developed the Law Number 19 of 2018 
to amendment the Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and 
Transactions. Electronic Evidence especially in the form document electronic 
especially print out of electronic media has been regulated in Article 5 and Article 
44 of the Act, if it is associated with Article 184 paragraph (1) of the Criminal 
Procedure Code can be interpreted as evidence of the letter.Observing the 
evidence with other evidence supported by the Tenggarong District Court Judge 
in the imposition of a criminal punishment in accordance with Article 183 jo 
Article 193 paragraph (1) KUHAP 





“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” 
Filipi 4:13 
 “Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan 
kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang 
dilakukan Allah dari awal sampai akhir.” 
 Pengkhotbah 3:11 
“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari 
ini.” 
James Dean 
“Kehidupan bukanlah tentang “memiliki”, melainkan tentang “menjadi”.” 
Nick Vujicic 
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A. Latar Belakang 
 Globalisasi seperti saat ini semakin banyak teknologi muncul dan 
berkembang di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan ini tanpa 
disadari sudah melaju sangat pesat dengan munculnya inovasi-inovasi dan layanan 
yang canggih. Munculnya teknologi yang canggih khususnya di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi memicu masyarakat untuk bergantung pada teknologi 
tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan 
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless), karena pemanfaatan teknologi 
informasi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan 
dari peradaban manusia, pada sisi lain juga telah menjadi sarana yang 
memberikan fasilitas yang sangat penting dan efektif bagi setiap orang. 
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat terlepas dari 
penggunaan internet. Tercatat Pada Tahun 2017, jumlah pengguna internet di 
Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Angka penggunaan internet tersebut telah 
meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni Tahun 2016 yang tercatat 
mencapai 132,7 juta jiwa (http://ekonomi.kompas.com /read/2018/ 
02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-
juta-orang diakses pada tanggal 10 Januari 2018 Pukul 18.27 WIB).   
 Menurut Ahmadi dan Hermawan, Internet adalah komunikasi jaringan 
komunikasi global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun 
berbeda sistem operasi dan mesin. Menurut Termas Media, interconnection 
network (internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling 
terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet 
merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh 
dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topologi jaringan yang 
berbeda (Ahmadi dan Hernawan, 2013:68). Facebook, Twitter, YouTube, Yahoo 





internet. Layanan tersebut dapat digunakan kearah hal-hal positif dan juga kearah 
hal-hal yang bersifat negatif bahkan berujung kejahatan.  
 Definisi kejahatan itu sendiri adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak 
hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu saja, tetapi 
merupakan permasalahan yang dihadapi dalam seluruh masyarakat di dunia. 
Seichiro Ono menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu universal 
phenomenon, di Negara belahan Dunia manapun, yang pada saat ini selalu 
menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam rangka penanggulangan 
kejahatan (Topo Santoso, 2000:17). Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan 
dari hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya 
berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan 
perkembangan masyarakat, hal tersebut bahwa untuk mengakomodir kepentingan 
masyarakat sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum, keadilan, 
ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan syarat 
mutlak yang harus terpenuhi dalam upaya mecari perlindungan hukum, keadilan, 
ketertiban dan ketentraman. Proses Peradilan salah satu langkah mencari 
Kepastian Hukum tersebut, sedangkan dalam Peradilan di Indonesia proses 
pembuktian haruslah dilaksanakan. Pembuktian merupakan tahap paling 
menetukan dalam proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut 
akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan 
pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. 
 Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses 
pemeriksaan sidang Pengadilan, melalui pembuktian inilah ditentukan nasib 
Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan Undang-
Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 
Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman, sebaliknya, jika kesalahan 
Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), Terdakwa 
dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu, 
Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai 





penting dalam proses pembuktian, namun Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sangat 
terbatas yaitu: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) 
Keterangan Terdakwa. Menjadi permasalahan apabila dalam proses pembuktian 
memerlukan alat bukti namun tidak diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. 
Sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur perluasan alat bukti yang 
dapat digunakan dalam proses persidangan. 
 Belakangan dalam proses pembuktian telah menggunakan alat bukti 
teknologi informasi yaitu berupa dokumen eletronik seperti rekaman suara, pesan 
singkat, cetakan media elektronik dan rekaman Close Circuit Television (CCTV) 
untuk menemukan kebenaran materil suatu peristiwa pidana. Seperti dalam 
pembuktian yang terjadi dalam kasus tindak pidana menyebarluaskan konten 
pornografi dengan menggunakan aplikasi media sosial yaitu dengan mengunggah 
gambar bermuatan pornografi dalam salah satu akun Facebook dan untuk 
disebarkan. Pengertian mengenai alat bukti yang limitatif di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat menjadi 
sempit, dikarenakan banyaknya terobosan baru dibidang ilmu teknologi dan 
informasi seperti telefon genggam, fax, video, internet. Semakin banyak kejahatan 
yang dilakukan dengan dengan teknologi informasi khususnya dengan media 
sosial. Media sosial (Dokumen Elektronik) pada saat ini dapat menjadi alat bukti 
yang sah menurut Undang-Undang. Justin P. Murphy and Adrian Fontecilla 
mengungkapkan: 
 “Social media evidence is undeniably a critical new frontier of government 
investigations and criminal proceedings. Social media has rapidly become so 
pervasive that while users are creating warehouses of data every day and social 
media companies roll out new communication features, courts, government 
agencies, practitioners, and the social media companies themselves are struggling 
to understand how this information fits into existing legal paradigms of 
constitutional protections, the SCA, and rules of evidence. Despite this 
uncertainty, one thing is clear. The government has a deep and largely one-sided 
set of tools for seeking out and obtaining social media evidence that plays an 
ever-increasing critical role in their investigations and litigation” (Justin P. 
Murphy and Adrian Fontecilla 2013:29-30). 
 Berkaitan dengan hal tersebut, bukti yang berkaitan dengan media sosial 
tidak dapat disangkal sebagai batas baru penyelidikan pemerintah dan proses 





ketika pengguna membuat sebuah akun data setiap hari dan perusahaan media 
sosial meluncurkan fitur komunikasi baru, sehingga menuntut adanya kepastian 
hukum dari pemerintah. Bukti media sosial perlu diperhatikan mengenai sisi 
keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi 
informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal agar 
tidak terjadi penyalahgunaan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perluasan perluasan arti alat 
bukti yang sah menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia. Ketentuan alat bukti 
dalam KUHAP merupakan ketentuan umum, namun ada beberapa tindak pidana 
khusus yang mengatur tersendiri seperti dalam Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik baik mengenai hukum acara dan alat buktinya. Hal tersebut 
sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali asal tidak bertentangan 
dengan KUHAP. 
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetakannya merupakan alat bukti yang sah apabila menggunakan Sistem 
Elektronik sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. 
Selain itu dengan alat bukti tersebut Hakim telah menemukan keyakinan bahwa 
perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan Terdakwa yang melakukan 
tindak pidana, jika dengan alat bukti tersebut Hakim tidak menemukan 
keyakinannya maka alat bukti tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk 
membuktikan bahwa itu merupakan tindak pidana. Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik digunakan antara lain dalam perkara menyebarluaskan 
konten pornografi seperti yang digunakan dalam putusan Nomor: 
248/Pis.Sus/2017/PN.Trg. Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap 
alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat 
terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan bidang komputer. Hal ini 
berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan 
menganalisis setiap barang bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga 
kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat dilacak 





Aplikasi tersebut dikenal dengan istilah digital forensic (M. Nuh Al-Azhar, 
2012:12). 
 Putusan perkara Nomor:248/Pis.Sus/2017/PN.Trg menyatakan bahwa 
Wahyudin alias Bayu YU alias Deni Setiawan merupakan Terdakwa kasus tindak 
pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan alat bukti dokumen elektronik 
berupa cetakan atau salinan gambar dari akun Facebook atas nama Deni Setiawan 
tersebut menjadi barang bukti digital. Melihat pentingnya alat bukti Informasi dan 
Transaksi Eletronik dalam mengungkap pelaku tindak pidana menyebarluaskan 
konten pornografi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berkaitan dengan alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut 
dengan judul: "KAJIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN 
ELEKTRONIK TERHADAP PERBUATAN MENYEBARLUASKAN 
KONTEN PORNOGRAFI SEBAGAI TINDAK PIDANA DI BIDANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN 
NOMOR:248/PID.SUS/2017/PN.TRG)". 
B. Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan 
supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan 
pembatasan dalam pengkajian suatu masalah dalam memudahkan penyusunan 
maupun pencarian bahan hukum guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik 
dan menghindari pengumpulan bahan hukum yang tidak diperlukan, maka perlu 
disusun secara sistematis dan teratur sebagai pembatasan masalah yang dibahas.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan 
masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalah yang dibahas 
serta untuk lebih mengarahkan pembahasan. Adapun permasalahan yang dikaji 
adalah: 
1. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam 
tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi ditinjau dari Pasal 






2. Apakah pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana 
menyebarluaskan konten pornografi sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 
193 Ayat (1) KUHAP? 
C. Tujuan Penelitian 
 Hukum dalam artinya yang luas dan keterkaitannya dengan kehidupan 
masyarakat, pada dasarnya dibangun berdasarkan kerangka ilmu pengetahuan 
ilmiah. Secara sederhana, hukum dikatakan sebagai ilmu pengetahuan bisa dilihat 
bahwa hukum mempunyai kandungan filsafat, menghasilkan teori-teori dan bisa 
digunakan secara praktis menyelesaikan suatu permasalahan (Mukti Fajar dan 
Yulianto Achmad, 2009:24-25). Mencapai suatu posisi hukum yang dikatakan 
sebagai ilmu pengetahuan tersebut, maka diperlukan adanya penelitian hukum. 
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 
isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:35). Adapun tujuan yang 
ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian hukum ini tujuan sebagai 
berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti dokumen elektronik 
dalam kasus tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi 
yang dilakukan oleh Terdakwa. 
b. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim memutus tindak 
pidana menyebarluaskan konten pornografi dengan adanya alat 
bukti berupa cetakan dokumen elektronik. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam 
bidang Hukum Acara Pidana mengenai kekuatan alat bukti 
dokumen elektronik dilihat dari Pasal 184 KUHAP jo Pasal 44 
Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
b. Mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus 
perkara tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi telah 





D. Manfaat Penelitian 
 Penelitian pada hakikatnya diharapkan sebagai pemberi suatu manfaat. 
Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 
manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum 
pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam 
memperkaya, pengembangan, tambahan referensi dalam 
pengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi secara 
praktis dalam menyumbangkan pengembangan pola pikir secara 
dinamis mengenai penerapan Ilmu Hukum yang diperoleh 
selama menimba Ilmu di Fakultas Hukum Univeritas Sebelas 
Maret. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wadah 
pengetahuan dan wawasan baru bagi para pihak dalam 
melakukan penelitian-penelitian sejeis ditahap selanjutnya. 
E. Metode Penelitian 
 Penelitian tidak dapat berjalan secara terarah apabila tidak ada metode yang 
digunakan di dalamnya. Maka metode penelitian diperlukan, sekaligus sebagai 
pertanggungjawaban secara ilmiah. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang 
digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian Hukum (legal research) adalah suatu proses untuk 
menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan 
hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma 





hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma 
hukum atau prinsiphukum (Peter Pahmud Marzuki, 2014: 47). 
 Penelitian hukum (legal research) selalu normatif. Tipe 
penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan 
bahwa penelitian ini adalah penelitian hokum dengan pernyataan 
demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. 
Pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan. 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). 
2. Sifat Penelitian 
  Sifat penelitian ini yaitu preskriptif dan terapan. Peter Mahmud 
Marzuki menyatakan Ilmu Hukum mempunyai karakteristik sebagai 
ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum memepelajari 
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-
konsep hukum dan norma-norma hokum sebagai ilmu terapan, Ilmu 
Hukum menentukan standar prosedur ketentuan-ketentuan rambu-
rambu dan melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 41-42). 
3. Pendekatan Penelitian 
 Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian hukum 
terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan yang dilakukan 
oleh penulis diharapkan dapat untuk mendapatkan informasi dari 
berbagai aspek menegenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 
jawabannya. Adaapun pendekatan-pendekatan dalam penelitian 
hukum antara lain: 
a. Pendekatan undang-undang (statue approach); 
b. Pendekatan kasus (case aapproach); 
c. Pendekatan historis (historical approach); 
d. Pendekatan komparatif (comparative approach); 
e. Pendekatan konseptual (conceptual approach). 
 Beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang diguankan 





menginat kasus yang diteliti hanya satu lebih  tepat disebut studi kasus 
(case study) yaitu terhadap kasus tindak pidana menyebarluaskan 
konten pornografi dalam Studi Putusan Nomor: 
248/Pid.Sus/2017/PN.Trg, karena pendekatan kasus dilakukan dengan 
cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaiatan dengan 
isu yang dihadapi yang telaah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Menggunakan pendekatan kasus 
atau studi kasus yang perlu dipahami adalah sama mengenai ratio 
decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim 
untuk sampai kepada putusannya, merupakan referensi bagi 
penyusunan agumentasi dalam pemecahan isu (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 134). 
4. Jenis dan Sumber Penelitian 
 Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sumber-sumber 
penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang 
berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer bersifat autoritatif yang terdiri dari Perundang-
Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim. Bahan hukum 
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 
atas Putusan Pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Penulis 
mengunakan bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum ini antara 
lain adalah: 
a. Bahan Hukum Primer meliputi : 
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana disebut Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP); 






3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 
4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik; 
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang; 
7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; 
8) Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Studi 
Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg. 
b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi : 
1) Buku-Buku Teks; 
2) Kamus Hukum; 
3) Jurnal Hukum; 
4) Artikel; dan 
5) Bahan dari media internet serta sumber-sumber non 
hukum lainnya yang memiliki korelasi yang relevan 
untuk mendukung penelitian ini. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan 
berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi 
dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat 
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum 
tertulis dengan mempergunakan content analisys (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014:21). Teknik tersebut dilakukan dengan mempelajari, 
membaca, mencatat buku-buku literatur dengan isu hukum yang 
hendak diteliti oleh Penulis. 





Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif, 
yaitu dengan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar kemudian 
penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik 
kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola berpikir 
deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian 
penelitian tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. 
Sedangkan metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif 
menurut ajaran Aristoteles yaitu berpangkal dari pengajuan premis 
mayor. Kemudian diajukan premis minor dari kedua premis ini 
kemudian ditarik kesimpulan conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 
2014: 89). 
Premis mayor dalam penelitian hukum ini adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP), sedangkan premis minornya adalah fakta hukum dalam 
Putusan Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg, dari kedua hal tersebut 
dapat ditarik kesimpulan atau konklusi guna mendapatkan jawaban 
atas rumusan masalah. 
F. Sistematika Penulisan 
 Memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan sistematika 
penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan 
hukum ini, maka Penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut: 
 BAB I  : PENDAHULUAN  
 Bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, 
Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan. 
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini, Penulis menguraikan tentang landasan teori dan 
memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan litertur-
literatur yang ada yang berkaitan dengan tindak pidana 





hukum di Indonesia, alat bukti menurut KUHAP dan Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertimbangan 
Hakim dalam memutus suatu perkara dan putusan itu sendiri. 
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini, Penulis berusaha menjawab pertanyaan dari 
permasalahan yang ada yaitu penilaian kekuatan pembuktian alat 
bukti dokumen elektronik dalam tindak pidana menyebarluaskan 
konten pornografi ditinjau dari Pasal 184 KUHAP jo Pasal 44 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan 
kesesuaian pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana 
menyebarluaskan konten pornografi dengan Pasal 183 jo Pasal 
193 Ayat (1) KUHAP 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
 Bab ini adalah akhir dari penelitian hukum, memuat 
kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga 
memuat saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan yang 







A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Konten Pornografi 
 Kata porno dan pornografi sudah tidak asing bagi kita semua, namun 
definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena ragam budaya dan juga 
adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda 
juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak 
bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai 
karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan 
sebagai pornografi. Definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi 
tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek 
tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan 
pornografi. Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornographos 
yang terdiri dari dua kata porne (=a prostitute) berarti prostitusi, pelacuran 
dan graphein (= to write, drawing) berarti menulis atau menggambar. 
Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang 
Pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah 
penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka 
(eksplisit) dengan tujuan memenuhi hasrat seksual (Mutia dalam 
Kesumastuti, 2010:96).  
 Istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu 
yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak 
bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut 
dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Pengertian 
Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, 
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk 
pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 





seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Kecabulan 
dalam Undang-Undang Pornografi dijelaskan dalam Bab II, berisi larangan 
dan pembatasan yang dijelaskan dalam Pasal 4 hal yang mengandung unsur 
cabul atau porno antara lain, yaitu: 
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 
b. kekerasan seksual; 
c. masturbasi atau onani; 
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
e. alat kelamin; atau 
f. pornografi anak. 
 Konten memiliki makna sebagai "isi", merupakan struktur dan desain 
dari informasi yang terdapat pada halaman situs (Irawan, 2009:33). Menurut  
Wikipedia, Konten (bahasa Inggris: content) adalah informasi yang tersedia 
melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan 
melalui berbagai medium seperti internet, televisi, CD audio, bahkan acara 
langsung seperti konferensi dan pertunjukan panggung. Istilah ini digunakan 
untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre 
informasi sebagai komponen nilai tambah media. Jadi dapat disimpulkan 
Konten Pornografi adalah sebuah informasi disertakan dalam media atau 
produk elektronik yang mengandung unsur cabul dan melanggar norma-
norma kesusilaan.  
2. Tinjauan tentang Pembuktian 
a. Pengertian Pembuktian 
Definisi tentang pembuktian tidak diatur dalam KUHAP, 
sehingga pengertian pembuktian diambil dari pendapat ahli.  
Pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah:  
“ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang 
cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan 
yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-
undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 
didakwakan”. (M. Yahya Harahap, 2008:793) 
 Bagian terpenting dalam hukum beracara adalah tentang 
pembuktian, apakah Terdakwa benar atau tidak melakukan perbuatan 





menyangkut hak-hak asasi dari Individu tersebut. Pembuktian 
dimaksudkan untuk mencari suatu kebenaran materiil. Kewenangan 
Hakim, Penutut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum dibatasi oleh 
tata cara penilaian alat bukti. Pembuktian merupakan tahap yang 
cukup strategis didalam proses beracara pidana karena dari 
pembuktian inilah dapat ditentukan bersalah atau tidaknya seorang 
Terdakwa. Indonesia penentuan bersalah atau tidaknya Terdakwa 
didasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang 
dan dari dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan tentang 
bersalah tidaknya Terdakwa. Indonesia termasuk dari salah satu dari 
sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya 
Hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar 
keyakinannya sendiri.  
 Pembuktian dalam proses persidangan merupakan suatu usaha 
bagi Hakim guna mencapai keyakinan melalui alat-alat bukti yang 
ada. Sementara bagi Terdakwa sendiri merupakan usaha guna 
meyakinkan Hakim melalui alat-alat bukti yang ada agar Terdakwa 
tersebut dapat dibebaskan dari hukuman atau dilepaskan dari segala 
tuntutan atau setidak-tidaknya dapat memperoleh keringanan apabila 
tidak terbukti bersalah dan dijatuhi putusan (Hetty Hasanah, 
2011:237). 
 Sedangkan Ian Dennis dalam jurnalnya berpendapat bahwa: 
 "Evidence is information that provides grounds for belief that 
particular fact or set of fact is true. Proof is a term with with variable 
meaning. In legal discourses it may refer to the out come of the 
process of evaluating evidence and drawing inferences from it, or it 
maybe used more widely to refer to the process it self and/or to the 
evidence whichis being evalueated" (Ian Dennis, 2007:3). 
 Secara singkat mengandung makna bahwa pembuktian 
merupakan proses menemukan kebenaran berdasarkan fakta dari suatu 
peristiwa yang benar-benar terjadi. 
b. Sistem Pembuktian 
1) Sistem Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif 
(Positief Wettelijk Beweijs Theorie) 
 Sistem pembuktian yang hanya semata-mata hanya 





tanpa memperhatikan keyakinan Hakim. Cukup melihat dan 
menilai alat-alat bukti yang ada disebutkan di dalam Undang-
Undang. Meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, 
Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. 
  Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara 
Positif (Positief Wettelijk Beweijs Theorie) ini ditolak untuk 
dianut di Indonesia oleh Wirjono Prodjodikoro, karena 
bagaimana Hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan 
cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran 
itu, lagi pula keyakinan seorang Hakim yang jujur dan 
berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan 
masyarakat. 
 Kelemahan dari sistem ini adalah Hakim dipaksa untuk 
mengikuti peraturan yang ada dan sistem-sistem pembuktiannya 
tanpa mempedulikan keyakinan Hakim, jadi jika Undang-
Undang menyatakan Tersangka bersalah, walaupun sang Hakim 
berkeyakinan si Tersangka tidak bersalah, maka yang terjadi 
adalah si Tersangka tetap dinyatakan bersalah. Disini Hakim 
hanya sebagai corong dari Undang-Undang. 
2) Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim (Conviction 
Intime) 
 Penentuan salah tidaknya Terdakwa hanya berdasarkan 
keyakinan Hakim. Berpatokan pada keyakinan dan hati nurani 
sang Hakim. Sistem ini tidak dipakai di Indonesia karena 
mengandung nilai subyektif yang tinggi. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Sistem Pembuktian 
berdasarkan keyakinan Hakim (Conviction Intime) pernah 
dianut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan 
Pengadilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan Hakim 
menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya 





Menurut Andi Hamzah, Pengadilan Adat dan Swapraja 
memakai sistem keyakinan Hakim selaras dengan kenyataan 
bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh Hakim-
Hakim yang bukan ahli (berpendidikan) hukum. 
Kelemahan dari sistem ini adalah susah dalam 
pengawasannya, karena Hakim memiliki kebebasan yang 
terlampau besar, jadi jika Hakim berkeyakinan bahwa si 
Terdakwa bersalah sedangkan dari segi Undang-Undang 
Terdakwa tidak bersalah, yang terjadi adalah tersangka tetap 
dinyatakan bersalah karena sistem ini berpatokan atau 
berdasarkan pada keyakinan Hakim semata. Sistem pembuktian 
berdasarkan keyakinan Hakim (Conviction Intime) ini 
mempersulit Terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya untuk 
melakukan pembelaan. 
3) Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan 
yang logis (Laconviction Raisonnee). 
 Hakim dapat memutus seseorang bersalah berdasar 
keyakinannya. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan 
yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan 
suatu kesimpulan (conclusie). Sistem Pembuktian berdasarkan 
keyakinan Hakim atas alasan yang logis (Laconviction 
Raisonnee) disebut juga pembuktian bebas karena Hakim bebas 
untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya 
(vrijebewijstheorie). 
 Sistem pembuktian ini terbagi menjadi dua, yaitu 
pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang 
logis (Laconviction Raisonnee) dan teori pembuktian berdasar 
Undang-Undang secara negative (negatief wettelijke 
bewijstheorie), persamaan dari kedua teori ini adalah pada 
keyakinan Hakim, jadi Terdakwa tidak mungkin dipidana 





bersalah. Perbedaan dari kedua teori ini adalah, jika teori yang 
pertama berpangkal pada keyakinan Hakim yang mana 
keyakinan itu harus mengacu pada alasan yang logis, sedangkan 
teori yang kedua berpangkal pada aturan-aturan pembuktian 
yang ditetapkan secara terbatas oleh Undang-Undang dan diikuti 
dengan keyakinan Hakim sebagai tolak ukurnya. 
 Wirjono Prodjodikoro berpendapat, sistem pembuktian 
berdasar Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijke 
bewijstheorie) sebaiknya dipertahankan karena dua alasan, 
pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan Hakim 
tentang kesalahan Terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu 
hukuman pidana, janganlah Hakim terpaksa memidana orang 
sedangkan Hakim tidak yakin atas kesalahan Terdakwa, kedua 
berfaedah jika ada aturan yang mengikat Hakim dalam 
menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu 
yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan 
(dalam Andi Hamzah, 1996 : 265). 
3. Tinjauan tentang Alat Bukti dalam Peradilan Pidana 
a. Alat Bukti menurut KUHAP 
 Pasal 183 KUHAP menyatakan: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, 
kecuali bila dengan sekurang-kurangnyadua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidanabenar-benar terjadi 
dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh 
berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di 
persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan 
Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut di atas 





“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri 
dengan permintaan agar segara mengadili perkara tersebut disertai 
dengan surat dakwaan” (Leden Marpaung, 2011:23-24).  
 Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah 
adalah: 
Ayat (1):  
a. Keterangan Saksi; 
b. Keterangan Ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terdakwa. 
 Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Keterangan Saksi 
Pengertian Saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 
KUHAP adalah “orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 
Sedangan mengenai pengertian keterangan Saksi 
disebutkan dalam Pasal 1 butit 27 KUHAP:  
”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan 
dari pengetahuannya itu”. 
Pengertian keterangan Saksi diperluas berdasarkan 
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-
VIII/2010 yang pada intinya keterangan saksi testimonium 
de auditu dapat dinilai sebagai alat bukti, dengan demikian 





keteranganya harus mendengar, melihat dan mengalami 
sendiri peristiwa pidana. 
Saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali 
dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai 
saksi dapat dikenakan pidana dalam penjelasan Pasal 159 
Ayat (2) KUHAP. Semua orang dapat menjadi Saksi. 
Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 
KUHAP yaitu: 
a) Keluarga berdarah atau semenda dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat 
ketiga dari atau yang sama-sama sebagai 
Terdakwa; 
b) Saudara dari Terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai Terdakwa, saudara Ibu atau 
saudara Bapak, juga mereka mempunyai 
hubungan karena perkawinan dan anak-anak 
saudara Terdakwa sampai derajat ketiga; 
c) Suami atau Istri Terdakwa meskipun sudah 
bercerai atau yang bersamasebagai Terdakwa. 
2) Keterangan Ahli 
  Pasal 1 butir 28 KUHAP dijelaskan mengenai 
keterangan Ahli, yaitu Keterangan ahli adalah keterangan 
yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian 
khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang 
suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
 Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal 
yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna 
kepentingan pemeriksaan. Keterangan Ahli dapat berupa 






 Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang 
berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut 
Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah: 
a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi 
yang dibuat oleh Pejabat Umum yang 
berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 
yang memuat keterangan tentang kejadian atau 
keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan 
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; 
b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
Perundang-Undangan atau surat yang dibuat 
oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk 
dalam tata laksana yang menjadi tanggung 
jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; 
c) Surat keterangan dari Seorang Ahli yang 
memuat pendapat berdasarkan keahliannya 
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan 
yang diminta secara resmi dari padanya; 
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian 
yang lain. 
4) Petunjuk 
 Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk 
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga 
memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang 
menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari 





 Petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. 
Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk 
dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh Hakim secara 
arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang 
cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk 
adalah perbuatan atau kejadian, yang karena 
persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. 
Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh 
dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa. 
 Berdasarkan penjelasan pada Pasal 184 KUHAP 
diketahui bahwa KUHAP hanya mengatur tentang 5 (lima) 
alat bukti yang sah, dan diluar dari alat-alat bukti tersebut 
tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai alat bukti 
dalam membuktikan kesalahan Pelaku tindak pidana, 
namun untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum yang berkenaan dengan alat bukti 
teknologi informasi, khususnya yang terkait dengan 
penggunan alat pendeteksi kebohongan (lie detector) 
sebagai alat bukti petunjuk, Hakim dapat melakukan suatu 
penafsiran ekstensif yang merupakan pemikiran secara 
meluas dari peraturan perUndang-Undang yang berlaku 
positif dalam hal ini,alat bukti petunjuk diperluas, 
sehingga alat pendeteksi kebohongan (liedetector) dapat 
dijadikan alat bukti yang sah pada proses peradilan pidana. 
 Penafsiran ekstensif yang dilakukan Hakim tidak 
hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam 
KUHAP melainkan dapat mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-





Transaksi Elektronik yang merupakan dasar hukum dalam 
penggunan sistem elektronik. Undang-Undang ini lebih 
memberikan kepastian hukum karena ruang lingkup 
berlakunya lebih luas, selain itu Undang-Undang tersebut 
juga mengakui hasil penggunan sistem elektronik, 
khususnya mengenai hasil tes penggujian alat pendeteksi 
kebohongan (lie detector) sebagai alat bukti yang sah, 
yaitu alat bukti petunjuk. 
 Bukti elektronik merupakan informasi yang 
diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara 
elektronik dengan alat optik atau yang serupadengan itu, 
termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang 
di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun 
yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, 
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau 
perforasi yang memiliki makna. 
5) Keterangan Terdakwa 
 Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang dimaksud 
Keterangan Terdakwa itu adalah apa yang telah 
dinyatakan Terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan 
yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. 
Pengertian keterangan Terdakwa memiliki aspek yang 
lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi 
pengakuan dari Terdakwa. Keterangan Terdakwa bersifat 
bebas (tidak dalam tekanan) dan memiliki hak untuk tidak 
menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan Terdakwa, 
tergantung pada alat bukti lainnya dan hanya 
dapatdigunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan 





tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui 
sendiri atau ia alami sendiri (Leden, 2011:25). 
b. Alat-alat Bukti menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
 Pasal 5 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik diterangkan tentang adanya alat bukti yang sah di 
persidangan perkara pidana, yaitu: 
1) Informasi Elektronik : Satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data 
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 
telegram, fotocopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 
kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah, yang 
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
2) Dokumen Elektronik : Setiap informasi elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan 
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 
didengar melalui komputer atau sistem elektronik, 
termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 
akses, simbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya. 
3) Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen 
elektronik. 
c. Doktrin-Doktrin Pengelompokan Alat Bukti 





a) Hukum Perdata berupa : Keterangan Saksi, pengakuan dan 
sumpah. 
b) Hukum Pidana berupa : Keterangan Saksi, Keterangan 
Ahli dan Keterangan Terdakwa. 
2) Documentary Evidence. 
a) Hukum Perdata berupa : surat dan persangkaan. 
b) Hukum Pidana berupa : surat dan petunjuk. 
3) Material Evidence. 
a) Hukum Perdata tidak dikenal. 
b) Hukum Pidana berupa : barang yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk 
membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil 
dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu 
tindak pidana dan informasi dalam arti khusus. 
4) Electronic Evidence. 
a) Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti 
tertulis dan elektronik, tidak dikenal di Indonesia. 
b) Konsep tersebut terutama berkembang di Negara-Negara 
common  law. 
c) Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi 
memperluas cakupan alat bukti baru, tetapi memperluas 
cakupan alat bukti yang masuk ke dalam kategori 
documentary evidence (Dikdik M.A. Mansur, Elisatris 
Gultom, 2005: 100-101). 
4. Tinjauan tentang Alat Bukti Elektronik 
 Pembuktian dalam perkara tindak pidana teknologi informasi, 
dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan di mana lembaga 
yang telah diberikan kewenangan mengupayakan untuk memperoleh bukti 
permulaan yang cukup untuk mengadili Tersangka tindak pidana teknologi 
informasi. Dengan adanya perluasan pengertian alat bukti dalam Undang-





tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan proses pembuktian 
perkara tindak pidana teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar dan 
melalui Undang-Undang ini alat bukti elektronik telah memiliki dasar 
hukum, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian 
perkara tindak pidana teknologi informasi di Pengadilan. 
 Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi 
informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
Pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini sebagaimana diatur 
dalam Pasal 44 menyatakan: Alat bukti penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini 
adalah sebagai berikut: (Melisa C.M. Sambur, 2014, Vol.III, Alat Bukti 
Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Teknologi Informasi di 
Pengadilan:3): 
a. Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-
Undangan; dan; 
b. Alat Bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan 
Angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). 
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: 
a. Pasal 1 angka 1   
 “Informasi Elektronik adalahsatu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, Electronik Data Interchange 
(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, perforasi 
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya”. 
b. Pasal 1 angka 4  
“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik 
yangdibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 
melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak 
terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 





perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya.” 
c. Pasal 5 Ayat: 
(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 
sah. 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai 
dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini. 
5. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim 
 Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap 
pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 
mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia. Diatur pula dalam Pasal 50 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
mengenai pertimbangan yang harus dimuat dalam putusan pengadilan, yang 
menyatakan: 
 Pasal 50 Ayat (1) 
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, 
juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili.” 
Pasal 53 Ayat (2) 
“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus 
memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 





 Pertimbangan Hakim yang harus dimuat dalam putusan berisi 
penjatuhan pidana, telah diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f 
KUHAP yang menyatakan: 
d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 
beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang 
menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa; 
f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 
atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa;  
 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat 
digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim 
dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana 
putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah 
ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan Hakim yang tidak 
didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan 
pemidanaan yang telah ditentukan, justru berdampak negatif terhadap proses 
penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat 
bagi Terpidana. 
a. Pertimbangan Yuridis 
 Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di 
dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 
yang bersifat yuridis di antaranya: 
1) Dakwaan Penuntut Umum. 
 Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat 
rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada 
Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil 
pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar 
serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di 
sidang pengadilan (Mohamad Taufik dan Suharsil 





pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di 
persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat KUHAP). 
Menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus 
diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan 
materilnya. Dakwaan berisi identitas Terdakwa juga 
memuat uraian tindak pidana serta waktu 
dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang 
dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan 
dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, 
alternatif maupun subsidair (Rusli Muhammad 
2005:125); 
2) Tuntutan pidana. 
 Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-
jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan 
yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan 
oleh pengadilan kepada Terdakwa, dengan 
menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak 
pidana yang mana, Penuntut Umum telah 
mengajukan tuntutan pidana tersebut (Nikolas 
Simaniuntak 2009:142). Penyusunan surat tuntutan 
oleh Penuntut Umum disesuaikan dengan dakwaan 
Penuntut Umum dengan melihat proses pembuktian 
dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan 
bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut 
Umum. Penuntut Umum sebelum sampai pada 
tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya 
menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur 
tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa, 






3) Keterangan Saksi. 
 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang merupakan keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alas an dari pengetahuannya itu. 
Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang 
diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. 
Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa 
pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan 
alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang 
pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan 
saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan 
yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil 
rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain 
tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. 
Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana 
disebut dengan istilah de auditu testimonium (Lilik 
Mulyadi 2007:169). 
4) Keterangan Terdakwa. 
 Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf 
e. Keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat 
bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang 
dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan 
yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau 
yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 
KUHAP. Dalam praktek keterangan Terdakwa 
sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan 
penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan 
terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan 





Terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan 
baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim 
maupun Penasehat Hukum (Kuffal 2008:25). 
Keterangan Terdakwa dapat meliputi keterangan 
yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa 
pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya 
dengan demikian keterangan Terdakwa yang 
dinyatakan dalam bentuk penolakan atau 
penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam 
praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat 
bukti. 
5) Barang Bukti. 
 Barang bukti adalah barang yang 
dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu 
tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu 
tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh 
penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang 
pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti 
yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan 
untuk menguatkan Keterangan Saksi, Keterangan 
Ahli, dan Keterangan Terdakwa untuk membuktikan 
kesalahan Terdakwa (Ansori Sabuan dkk 1990:182). 
b. Pertimbangan Non Yuridis 
 Pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non 
yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk 
menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang 
dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, 
psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis 
oleh Hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung 





hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, 
tetapi factor intern dan ekstern yang melatar belakangi dalam 
melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara 
arif oleh Hakim yang mengadili (Andi Hamzah 2009:20). 
c. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan 
 Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang 
dilakukan oleh Hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan, hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 
Ayat (1) huruf f  KUHAP yang menyebutkan putusan 
pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa. 
1) Hal-hal yang Memberatkan 
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan 
memberatkan pidana, yaitu (E. Utrecht 1994:137):
 
a) Jabatan 
Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam 
Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: 
“bilamana seseorang pejabat karena melakukan 
tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus 
dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak 
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana 
yang diberikan kepadanya karena jabatannya, 
pidananya dapat ditambah sepertiganya.” 
b) Pengulangan(Recidive) 
 Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak 
diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, 
tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak 
pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam 
Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam 
Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan 
tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan 
demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus 
artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada 
pengulangan jenis-jenis tindak pidana 
(kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang 






 Gabungan melakukan tindak pidana sering 
diistilahkan dengan concursus atau samenloop. 
Samenloop adalah satu orang melakukan satu 
perbuatan pidana. Satu Orang melakukan beberapa 
perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan 
beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan 
keputusan Hakim dan beberapa delik itu akan diadili 
sekaligus. Buku I mengatur tentang gabungan atau 
samenloop atau kebalikan dari deelneming (turut 
serta). Gabungan (samenloop) adalah orang yang 
melakukan beberapa peristiwa pidana. 
2) Hal-hal yang Meringankan 
 Menurut KUHP alasan-alasan yang meringankan 
pidana adalah: 
a) Percobaan dalam Pasal 53 Ayat (2) dan (3); 
b) Membantu atau medeplichgqheid dalam Pasal 57 
Ayat (1) dan (2); 
c) Belum dewasa atau minderjarigheid dalam Pasal 47. 
 Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam 
persidangan adalah (J.E. Sahetapy 2009:302):  
a) Sikap correct dan hormat Terdakwa terhadap 
pengadilan dan pengakuan terus terang sehingga 
memperlancar jalannya persidangan;  
b) Kejahatannya tersebut tidak ada motif yang 
berhubungan dengan latar belakang publik; 
c) Persidangan, Terdakwa telah menyatakan 
penyesalan atas perbuatannya; 
d) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan 
beberapa oknum yang akan dengan kekerasan 
melarikan diri dari penjara; 
e) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara 
kriminal. 
6. Tinjauan tentang Putusan 
a. Pengertian Putusan Pengadilan 
 Putusan Hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan 
jawaban. Oleh karena Hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), 
maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang 





kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas dan para 
pihak yang berperkara (Shidarta, 2011: 4). 
 Putusan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang 
Pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan Saksi-Saksi, 
pemeriksaan Terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses 
pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, tibalah saatnya Hakim 
mengambil keputusan (Rusli Muhammad, 2007: 199). 
Menurut Pasal 1 Butir 11 KUHAP Putusan Pengadilan adalah 
pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka 
yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
Undang-Undang.  
Pengambilan keputusan harus didasarkan pada pemufakatan 
yang bulat atau diambil dengan suara terbanyak apabila tidak tercapai 
mufakat atau dengan keputusan yang menguntungkan Terdakwa, ini 
telah sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Ketentuan tersebut 
sangat menguntungkan Terdakwa, karena jika seorang Hakim 
memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu 
Terdakwa harus dipidana, sedangkan seorang Hakim lagi menyatakan 
bahwa hal itu tidak dapat terbukti dan Hakim yang ketiga abstain, 
maka terjadilah pembebasan (vrijsparaak) Terdakwa (Andi Hamzah, 
2011: 283). 
Putusan harus sah untuk dapat dilaksanakan. Syarat sahnya 
putusan diatur dalam Pasal 195 KUHAP yakni apabila diucapkan di 
sidang yang terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar 
masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan 
juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai dengan 
ketentuan didalam KUHAP atau tidak. 
 
 





 Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu 
perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Proses 
penjatuhan putusan Hakim merupakan suatu proses yang kompleks 
dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan 
kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang 
Hakim harus meyakini apakah seseorang Terdakwa melakukan tindak 
pidana ataukah tidak (Ahmad Rifai, 2010: 94-95). 
 Dasar penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 183 KUHAP: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam 
perkara pidana menurut Moelyatno yang dikutip oleh Ahmad Rifai, 
dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut: 
1) Tahapan Menganalisis Perbuatan Pidana 
 Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang 
dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. 
Hakim pada saat menganalisis, Terdakwa melakukan perbuatan-
perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi 
masyarakat yaitu perbuatan segi tersebut dalam rumusan suatu 
aturan pidana. 
2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana 
 Seorang Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan 
perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, Hakim 
menganalisis apakah Terdakwa dapat dinyatakan bertanggung-
jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, Menurut 
Moelyanto, unsur-unsur pertanggung-jawaban pidana untuk 
membuktikan pidana untuk membuktikan adanya kesalahan 






1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan 
hukum); 
2. Diatas umur tertentu dan mampu 
bertanggung jawab; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang 
berupa kesengajaan atau kealpaan; 
4. Tidak adanya alasan pemaaf (Ahmad Rifai, 
2010: 96-100). 
c. Tahap Penentuan Pidana 
    Tahap akhir dalam proses pidana adalah penjatuhan putusan 
kepada Terdakwa. Pasal 182 Ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa 
dalam mengambil sebuah keputusan, sebelumnya Majelis Hakim 
melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan Pidana yang 
diterapkan kepada Terdakwa. Putusan ini harus berdasarkan 
pertimbangan yang tepat dan harus disertai alasan yang jelas apabila 
Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan 
yang melawan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah atas 
perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat 
dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Besarnya pemidanaan yang 
dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa, dengan melihat Pasal pada 
Undang-Undang yang dilanggar oleh Terdakwa. Besarnya pemidanaan 
yang dijatuhkan oleh Hakim disesuaikan dengan jenis tindak pidana 
yang dilakukan Terdakwa, untuk tindak pidana umum telah diatur 
dalam KUHP, sedangkan untuk Terdakwa pelaku tindak pidana khusus 
daitur dan ditentukan berdasar Undang-Undang khusus yang mengatur 
tindak pidana tersebut. 
 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang 
saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal 
dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk 





adalah melalui kekuasaan kehakiman, Hakim merupakan aparat 
penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur 
tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok Kekuasaan Kehakiman 
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 
25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin 
adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas 
dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 Ayat 
(1) dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Kekuasaan Kehakiman 
adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia. 
 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan 
kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra 
yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial 
bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya 
mencerminkan rasa keadilan Rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 
24 Ayat (2) menegaskan bahwa: Kekuasaan Kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan 
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim yang 
bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal menjadi 
ciri suatu “Negara Hukum” (Andi Hamzah, 1996: 94). 





Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan 
pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam yaitu: 
1) Putusan yang mengandung pembebasan Terdakwa 
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai 
mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) 
KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala 
tuntutan hukum. 
Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup 
terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan 
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara 
pidana ini. 
2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala 
tuntutan hukum (Ontslag van Rechsvervolging) 
Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu 
bukan merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus 
lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).  
Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan 
hukuman dapat pula terjadi terhadap Terdakwa, karena ia 
melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia 
tidak dapat dipertanggungjawabkan atas putusannya itu. 
Tegasnya terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman, meskipun 
perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila: 
1. Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah 
akalnya (Pasal 44 Ayat (1) KUHAP); 






3. Pembelaan darurat (Nood weer) (Pasal 49 KUHAP); 
4. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan 
Undang-undang (Pasal 50 KUHAP); 
5. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak 
untuk itu (Pasal 50 KUHAP). 
Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan 
pada kriteria: 
 
1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang 
terbukti secara sah dan meyakinkan. 
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendat bahwa 
perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak 
pidana. 
3) Putusan yang mengandung penghukuman Terdakwa 
(veroordeling)  
Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa jika 
Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan 
menjatuhkan pidana. 
Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu 
apabila dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan, kesalahan 
Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah 
terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh 
Pasal 183 KUHAP.  
Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. 
Pertimbangan Hakim yang memberatkan antara lain, adalah 
dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, 
memberikan keterangan berbelit-belit, dan terdakwa pernah 









































Pasal 183 jo Pasal193 
ayat (1) KUHAP 
Alat Bukti 
Dokumen 
Elektronik Pasal 44 
Undang-Undang 










Dakwaan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 








 Kerangka pemikiran tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji tentang 
kekuatan nilai pembuktian dari suatu alat bukti dokumen elektronik yaitu cetakan 
dari media elektronik dalam Hukum Acara Pidana. Secara singkat kronologi 
kejadian adalah Terdakwa dengan sengaja menunggah foto mantan pacar 
Terdakwa Dinda Septia yang bermuatan pornografi ke akun Facebook milik 
Terdakwa dengan nama akun Deni Setiawan. Kejadian ini bermula ketika 
Terdakwa masih menjadi pacar Korban. Terdakwa memaksa Korban untuk 
mengirim foto bagian intim Korban sebagai tanda bukti cinta Korban kepada 
Terdakwa. Korban akhirnya mengirim foto organ intim kepada Terdakwa dengan 
dasar terpaksa atas permintaan Terdakwa. Perbuatan ini dilakukan oleh  Terdakwa 
atas dasar rasa kekesalannya terhadap Korban Dinda Septia karena merasa tidak 
dianggap lagi oleh Korban. KUHAP dalam Pasal 184 Ayat (1) menyatakan bahwa 
Alat Bukti yang sah antara lain: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, 
Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Keterbatasan ruang lingkup alat bukti ini 
menjadi permasalahan tersendiri. Terdakwa didakwa dengan Pasal 45 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Dengan alat bukti berupa cetakan dari akun Facebook atas nama Deni Setiawan 
yang diajukan sebagai barang bukti dalam tindak pidana menyebarluaskan konten 
pornografi. 
 Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian 
tentang upaya pembuktian Penuntut Umum tehadap alat-alat bukti yang sah 
menurut Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam memutus perkara tersebut 
pertimbangan Hakim sangatlah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Penulis telah melakukan penelitian mengenai Putusan Pengadilan Negeri 
Tenggarong Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg dalam perkara menyebarluaskan 
konten pornografi dapat diperoleh hasil sebagai berikut:  
1. Identitas Terdakwa 
Nama Lengkap   : Wahyudin alias Bayu YU alias Deni  Setiawan 
Tempat Lahir  : Trenggalek 
Umur / Tanggal Lahir  : 31 Tahun / 26 Desember 1985 
Jenis Kelamin   : Laki-laki 
Kebangsaan   : Indonesia  
Tempat Tinggal  : Dusun Bangus RT.005/RW.003 Desa Wates,  
                  Kecamatan Campurdarat, Tulungagung,  
       Jawa Timur 
Agama   : Islam  
Pekerjaan   : Swasta  
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa  
 Kejadian ini bermula ketika Wahyudin meminta beberapa foto Dinda 
Septia melalui akun Facebook Bayu YU dan mengaku dengan nama Bayu 
Budiono. Kasus ini berawal dari hubungan pertemanan Dinda Septia dengan 
Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2016. Awal Bulan Oktober 2016 
Wahyudin memberanikan diri untuk menghubungi Dinda Septia melalui 
akun Facebook Bayu Yu dengan tujuan untuk meminta foto telanjang 
bagian Payudara dan Organ Kemaluan Dinda Septia sebagai bentuk tanda 
rasa sayang Dinda Septia terhadap Wahyudin.  
 Dinda Septia akhirnya menuruti permintaan Wahyudin dengan 
mengirim foto Payudara dan Organ Intim Dinda Septia dengan modus akan 
membelikan Handphone Iphone 6 dan tidak akan memutuskan hubungan 
mereka. Tanggal 5 November 2016 Dinda Septia mengetahui foto-foto 





adalah milik Wahyudin. Dasar keyakinan Dinda Septia adalah pada saat itu 
hanya mengirim foto tersebut kepada Wahyudin saja. 
3. Surat Dakwaan 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai surat dakwaan 
Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 
248/Pid.Sus/2017/PN.Trg adalah sebagai berikut. Terdakwa didakwa oleh 
Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : 
KESATU : 
Terdakwa Wahyudin alias Bayu Yu alias Deni Setiawan bin Sugiono 
(Alm) pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekitar jam 20.00 WITA 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2016 
(dua ribu enam belas) bertempat di mess PT. PPA (Putra Perkasa Abadi) 
Berau tepatnya di Kampung Pegat Pukur, Kecamatan Sambaliung, 
Kabupaten Berau, Terdakwa ditahan di Tenggarong dan sebagai Saksi 
berdomisili di wilayah Tenggarong sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) 
Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
Bahwa berawal Terdakwa yang berhubungan pacaran dengan Saksi 
Dinda meminta Foto Payudara dan Foto Vagina Saksi Dinda melalui inbox 
akun Facebook Terdakwa yang bernama Bayu Yu akun Facebook Saksi 
Dinda yang bernama “Dinda Septia”, dikarenakan Saksi Dinda menolak 
permintaan Terdakwa tersebut maka Terdakwa sempat mengancam akan 
memutuskan hubungan pacarana dengan Saksi Dinda jika tidak 
mengirimkan foto tersebut. Beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta 
kembali Foto Payudara dan Foto Vagina Saksi Dinda melalui inbox 
Facebook Terdakwa ke Facebook Saksi Dinda dan melakukan 





Terdakwa juga akan membelikan Saksi Dinda Iphone 6 jika mengirimkan 
foto tersebut, tidak lama kemudian Saksi Dinda mengirimkan Foto 
Payudaranya kepada Terdakwa melalui inbox Facebook, kemudian 
dikarenakan yang dikirim oleh Saksi Dinda kepada Terdakwa hanya Foto 
Payudara saja maka Terdakwa meminta Saksi Dinda untuk mengirimkan 
Foto Vaginanya dan Terdakwa juga mengancam saksi Dinda apabila tidak 
mengirim foto tersebut maka Foto Payudara Saksi Dinda akan disebar 
luaskan di Facebook, beberapa hari kemudian Saksi Dinda mengirimkan 
Foto Vaginanya ke Terdakwa melalui inbox Facebook. Beberapa bulan 
kemudian hubungan pacarana Terdakwa dengan Saksi Dinda mulai 
merenggang karena sudah tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan 
Saksi Dinda, kemudian Terdakwa memasukkan Foto Payudara Dan Vagina 
Saksi Dinda akun Facebook milik Terdakwa dengan nama “Deni Setiawan” 
sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa di Facebook bisa 
melihat foto-foto tersebut; 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 
Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Pornografi; 
ATAU 
KEDUA :  
Terdakwa Wahyudin alias Bayu Yu alias Deni Setiawan Bin Sugiono 
(Alm) pada  hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekitar jam 20.00 WITA 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan November Tahun 2016 
(dua ribu enam belas) bertempat di mess PT. PPA (Putra Perkasa Abadi) 
Berau tepatnya di Kampung Pegat Pukur, Kecamatan Sambaliung, 
Kabupaten Berau, Terdakwa ditahan di Tenggarong dan sebagian saksi 
berdomisili di wilayah Tenggarong sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) 
Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 





dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Terdakwa yang berhubungan pacaran dengan Saksi Dinda meminta 
Foto Payudara dan Foto Vagina Saksi Dinda melalui inbox akun Facebook 
Terdakwa yang bernama Bayu Yu ke akun Facebook Saksi Dinda yang 
bernama “Dinda Septia”, dikarenakan Saksi Dinda menolak permintaan 
Terdakwa tersebut maka Terdakwa sempat mengancam akan memutuskan 
hubungan pacaran dengan Saksi Dinda jika tidak mengirimkan foto tersebut. 
Beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta kembali Foto Payudara dan 
Foto Vagina Saksi Dinda melalui inbox Facebook Terdakwa ke Facebook 
Saksi Dinda dan melakukan pengancaman akan memutuskan hubungan 
pacaran dengan Saksi Dinda, Terdakwa juga akan membelikan Saksi Dinda 
Iphone 6 jika mengirimkan foto tersebut, tidak lama kemudian Saksi Dinda 
mengirimkan Foto Payudaranya kepada Terdakwa melalui inbox Facebook, 
kemudian dikarenakan yang dikirim oleh Saksi Dinda kepada Terdakwa 
hanya Foto Payudara saja maka Terdakwa meminta Saksi Dinda untuk 
mengirimkan Foto Vaginanya dan Terdakwa juga mengancam Saksi Dinda 
apabila tidak mengirim foto tersebut maka Foto Payudara Saksi Dinda akan 
disebar luaskan di Facebook, beberapa hari kemudian Saksi Dinda 
mengirimkan Foto Vaginanya ke Terdakwa melalui inbox Facebook. 
Beberapa bulan kemudian hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi Dinda 
mulai merenggang karena sudah tidak ada komunikasi antara Terdakwa 
dengan Saksi Dinda, kemudian Terdakwa memasukkan Foto Payudara dan 
Vagina Saksi Dinda ke akun Facebook milik Terdakwa dengan nama “Deni 
Setiawan” sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa di 
Facebook bisa melihat foto-foto tersebut; 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 
Pasal 45 Ayat (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 





4. Tuntutan Penuntut Umum 
Membaca tuntutan Penuntut Umum yang isinya dapat dijabarkan 
sebagai berikut :  
a. Menyatakan bahwa Terdakwa Wahyudin Als. Bayu Yu Als. Deni 
Setiawan bin Sugiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai 
Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; 
b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Wahyudin Als. Bayu Yu Als. 
Deni Setiawan bin Sugiono (Alm) dengan pidana penjara selama 2 
(dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa: 
1) 1(satu) Unit Handphone Merk Blacberry Gemini warna Hitam; 
2) 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Silver Hitam; 
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; 
1) Akun Facebook An. Bayu Yu dengan alamat email 
wahyuyu406@yahoo.com; 
2) 1 (satu) lembar gambar status Facebook An. Bayu Yu; 
3) 3 (tiga) lembar gambar dan status Facebook An. Deni Setiawan; 
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara; 
1) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna Hitam Putih dengan nomor 
082351251676; 
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah); 
5. Pembuktian 
a. Keterangan Saksi 





Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada 
hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi kenal dengan Saksi 
Dinda Septia binti Jamli yang mana Saksi Dinda Septia binti Jamli 
merupakan adik dari teman Saksi yaitu Saksi Nilasari binti Jamli. 
Saksi mengetahui pertama kali kejadian penyebaran gambar atau foto 
porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di media sosial Facebook 
yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekitar pukul 20.00 
WITA di rumah Saksi di Jalan Mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa 
Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi 
tidak mengetahui siapa yang membuat gambar atau foto porno dari 
Saksi Dinda Septia binti Jamli menyebar di akun Deni Setiawan di 
media sosial Facebook. Saksi membuka media sosial Facebook milik 
Saksi, kemudian Saksi melihat ada gambar atau foto porno dari Saksi 
Dinda Septia binti Jamli di akun Facebook Deni Setiawan, setelah itu 
Saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi 
Alam Fawirza bin Saipul Anwar yang merupakan kakak ipar Saksi 
Dinda Septia binti Jamli dan meminta agar Saksi Alam Fawirza bin 
Saipul Anwar datang ke rumah Saksi untuk melihat postingan gambar 
di akun Facebook Deni Setiawan dan saat itu juga postingan gambar 
porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli langsung Saksi capture 
menggunakan handphone milik Saksi. Saksi tidak mengetahui 
hubungan antara Saksi Dinda Septia binti Jamli dengan Sdr.Deni 
Setiawan. 
Saksi Nilasari binti Jamli  
 Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada 
hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi Dinda Septia binti Jamli 
merupakan adik kandung Saksi. Saksi mengetahui pertama kali 
kejadian penyebaran gambar porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli 
di media sosial Facebook pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 
sekitar pukul 20.00 WITA pada saat ditelpon teman Saksi yaitu Saksi 





gambar atau foto porno adik kandung Saksi yaitu Saksi Dinda Septia 
binti Jamli, setelah mendapat kabar tersebut Saksi dan suami Saksi 
yaitu Saksi Alam Fawirza bin Saipul Anwar datang kerumah Saksi 
Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang berada di Jalan Mangkuraja RT 
24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai 
Kartanegara dan memastikan gambar atau foto porno tersebut yang 
diduga sebagai gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli. 
Berdasarkan postingan di Facebook bahwa yang menyebarkan gambar 
atau foto porno (alat kelamin) dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di 
media sosial Facebook atas nama Deni Setiawan, Saksi tidak 
mengetahui siapa yang membuat gambar atau foto porno dari Saksi 
Dinda Septia binti Jamli tersebut.  
 Saksi dan suami Saksi langsung pulang kembali ke rumah dan 
menyampaikan hal tersebut kepada orang tua dan adik kandung Saksi. 
Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Deni setiawan bias 
mendapatkan gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kemudian disebarkan di akun Facebook atas nama Deni Setiawan 
akan tetapi berdasarkan keterangan dari Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kepada Saksi bahwa Saksi Dinda Septia binti Jamli pernah 
mempunyai hubungan atau pacaran dengan Sdr. Bayu kemudian Saksi 
Dinda Septia binti Jamli pernah memberikan gambar-gambar porno 
miliknya kepada Sdr.Bayu. Saksi tidak mengetahui apa hubungannya 
Sdr.Deni Setiawan dengan Sdr. Bayu yang merupakan pacar Saksi 
Dinda Septia binti Jamli akan tetapi menurut Saksi bahwa akun 
Facebook atas nama Deni Setiawan mungkin akun milik Sdr. Bayu 
dikarenakan yang mendapatkan gambar atau foto porno milik Saksi 
Dinda Septia binti Jamli adalah Sdr. Bayu dan gambar atau foto 
tersebut sama persis dengan gambar yang disebarkan di akun 
Facebook atas nama Deni Setiawan. 





Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada 
hubungan keluarga dengan Terdakwa. Saksi kenal dengan Saksi 
Dinda Septia binti Jamli karena Saksi Dinda Septia binti Jamli 
merupakan adik ipar Saksi; Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi 
Dinda Septia binti Jamli melaporkan adanya penyebaran gambar atau 
foto porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di media sosial 
Facebook. Kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 
November 2016 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi ditelpon 
oleh teman Saksi yaitu Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra. 
Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi dan istri Saksi 
yaitu Saksi Nilasari binti Jamli datang kerumah Saksi Dian Fitriana 
binti Aidi Lendra yang berada di Jalan Mangkuraja RT 24 Kelurahan 
Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan 
memastikan gambar atau foto tersebut yang diduga sebagai gambar 
atau foto Saksi Dinda Septia binti Jamli. Berdasarkan postingan di 
Facebook bahwa yang menyebarkan gambar atau foto porno Saksi 
Dinda Septia binti Jamli di media social Facebook adalah akun 
Facebook atas nama Deni Setiawan. Saksi tidak kenal dengan akun 
Facebook atas nama Deni Setiawan dan Saksi tidak mengetahui siapa 
yang membuat serta menyebarkan gambar atau foto porno Saksi 
Dinda Septia binti Jamli. 
Saksi sampai di rumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra 
tersebut maka Saksi dan Saksi Nilasari binti Jamli langsung dilihatkan 
bahwa benar ada gambar atau foto porno dipostingan akun Facebook 
Deni Setiawan, kemudian postingan tersebut langsung di capture di 
handphone milik Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra, setelah itu 
Saksi dan Saksi Nilasari binti Jamli langsung pulang kembali kerumah 
dan menyampaikan kebenaran hal tersebut kepada mertua dan Saksi 
Dinda Septia binti Jamli. Berdasarkan keteranganSaksi Dinda Septia 
binti Jamli kepada Saksi bahwa gambar atau foto porno yang 





Budiono sama atau persis dengan gambar atau foto porno yang 
disebarkan di akun Facebook atas nama Deni Setiawan. Saksi Dinda 
Septia binti Jamli menerangkan kepada Saksi jikalau Sdr. Bayu 
Budiono yang merupakan pacar dari Saksi Dinda Septia binti Jamli 
marah dikarenakan nomor handphone Saksi Dinda Septia binti Jamli 
tidak bisa dihubungi, kemudian ada sms dari nomor handphone Sdr. 
Bayu Budiono yaitu ke handphone Saksi Dinda Septia binti Jamli 
yang isinya “hahaha ternyata pembohong beneran. Bener dugaanku 
kalo km byakgebetanya. Tp gp2 aku masih punya poto2 vagina kamu 
ntar aku of aku sbrkan ke sekolah kamu”. Bahwa 3 (tiga) buah gambar 
atau foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar gambar atau 
foto yang Saksi lihat dan disebar di akun Facebook atas nama Deni 
Setiawan. Sepengetahuan Saksi bahwa akun Facebook Deni Setiawan 
sudah dinonaktifkan di Facebook karena pada saat mencari akun 
Facebook Deni Setiawan sudah tidak muncul akun Facebook atas 
nama Deni Setiawan.  
Saksi Korban Dinda Septia binti Jamil 
Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi mengetahui adanya 
unggahan gambar atau foto porno Saksi telah disebarkan yaitu pada 
hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekira pukul 20.00 WITA di 
rumah Saksi setelah kakak saksi yaitu saksi Nilasari binti Jamli 
ditelpon oleh Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra bahwa ada gambar 
atau foto porno milik Saksi yang sudah disebarkan di media social. 
Saksi mengetahui yang menyebarkan gambar atau foto porno Saksi 
adalah akun Facebook atas nama Deni Setiawan. Gambar atau foto 
porno yang Saksi maksudkan yang telah disebarkandi akun Facebook 
atas nama Deni Setiawan tersebut adalah gambar vagina, gambar foto 
Saksi telanjang dada dan foto-foto wajah Saksi. Saksi membenarkan 
ke-tiga gambar atau foto yang diperlihatkan di depan persidangan 
adalah sebagai gambar atau foto Saksi yang telah disebarkan di akun 





atas nama Deni Setiawan merupakan akun Facebook milik Sdr. Bayu 
Budiono yang tidak lain pacar Saksi, karena hanya Sdr. Bayu Budiono 
yang diberikan gambar atau foto porno dari Saksi.  
Gambar atau foto porno tersebut adalah hasil potret yang 
dilakukan Saksi sendiri karena Saksi diminta oleh Sdr. Bayu Budiono 
yang berjanji akan membelikan Saksi Iphone 6 dan akan membiayai 
kuliah Saksi serta kalau sampai Saksi menikah dengan Sdr.Bayu 
Budiono maka Saksi akan dibelikan rumah di Samarinda. Saksi 
mengetahui bahwa gambar atau foto porno Saksi telah diunggah di 
akun Facebook atas nama Deni Setiawan karena Saksi diberitahu oleh 
kakak saksi yaitu Saksi Nilasari binti Jamli yang mana Saksi Nilasari 
binti Jamli awalnya diberitahu oleh Saksi Dian Fitriana binti Aidi 
Lendra yang menyatakan bahwa Sdr. Deni Setiawan yang telah 
mengunggah gambar atau foto porno Saksi di akun Facebook atas 
nama Deni Setiawan. Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan 
Sdr. Deni Setiawan mengunggah gambar atau foto porno Saksi di 
Facebook karena yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 
November 2016 ternyata foto vagina, foto telanjang dada dan foto 
wajah Saksi sudah diunggah di Facebook dan sebelumnya Saksi 
hanya mengirimkan gambar vagina, gambar Saksi telanjang dada serta 
foto wajah Saksi hanya kepada Sdr. Bayu Budiono saja. Hubungan 
Saksi dengan Sdr. Bayu Budiono adalah pacaran dan Saksi sudah 
kenal dengannya sejak tanggal 9 Agustus 2016. Saksi mengenal Sdr. 
Bayu Budiono yaitu pada tanggal 9 Agustus 2016 melalui akun 
Facebook milik Sdr. Bayu Budiono yang nama akun Facebooknya 
Bayu Yu dan pada hari itu juga Sdr. Bayu Budiono menjalin 
hubungan dengan status pacaran bersama Saksi. Saksi tidak 
mengetahui Sdr. Deni Setiawan mendapatkan gambar atau foto porno 
Saksi darimana, karena Saksi hanya memberikan gambar atau foto 
porno tersebut kepada Sdr. Bayu Budiono dan Saksi merasa bahwa 





karena pada saat Saksi chatting di inbox Facebook cara penulisan 
chatting sama seperti cara penulisan chatting Saksi dengan Sdr.Bayu 
Budiono yang di akun Facebook bernama Bayu Yu.  
Sekitar Bulan Oktober 2016 Saksi chatting dengan Sdr. Bayu 
Budiono melalui akun Facebooknya yang bernama Bayu Yu dengan 
menulis “jika kamu sayang sama aku. Kamu kirim foto payudaramu 
sama vaginamu” dan Saksi jawab “iya nanti, nanti” dan Saksi tidak 
memberikan gambar atau foto tersebut kepada Sdr.Bayu Budiono dan 
beberapa kali Sdr.Bayu Budiono meminta gambar atau foto dan Sdr. 
Bayu Budiono mengatakan bahwa apabila Saksi tidak mengirimkan 
gambar atau foto payudara dan vagina Saksi maka Saksi akan 
diputusin oleh Sdr. Bayu Budiono, Saksi tidak mengirimkan gambar 
atau foto tersebut akan tetapi keesokkan harinya Sdr. Bayu Budiono 
kembali meminta gambar atau foto payudara dan vagina Saksi melalui 
akun Facebook dan mengancam akan diputus kalau tidak dikasih dan 
akan membelikan Saksi iphone 6, akhirnya Saksi mengirimkan 
gambar atau foto telanjang dada melalui inbox di Facebook ke akun 
Bayu Yu tersebut akan tetapi setelah Saksi mengirimkan gambar atau 
foto Sdr. Bayu Budiono tersebut tidak ada membelikan Saksi Iphone 
6. Setelah 1 (satu) minggu Sdr. Bayu Budiono meminta kembali 
kepada Saksi untuk mengirimkan gambar atau foto vagina Saksi, pada 
saat itu Sdr. Bayu Budiono mengancam akan memutuskan Saksi dan 
kalau tidak dikasih gambar atau foto vagina Saksi maka Sdr. Bayu 
Budiono akan menyebarkan gambar atau foto telanjang dada yang 
telah Saksi kirim, karena Saksi takut gambar atau foto telanjang dada 
Saksi disebarkan sehingga Saksi mengirimkan kembali gambar atau 
foto vagina Saksi ke inbox Facebook Bayu Yu milik Sdr. Bayu 
Budiono tersebut. Pada sekitar akhir bulan Oktober hubungan Saksi 
dengan Sdr. Bayu Budiono merenggang karena pada saat itu 
handphone milik Saksi rusak dan Sdr. Bayu Budiono tidak percaya 





mengirimkan ke alamat Sdr. Bayu Budiono di Berau, Saksi tidak mau 
sehingga pada saat itu Saksi diancam kalau tidak mengirimkan 
gambar atau foto maka Saksi akan diputuskan dan gambar atau foto 
porno Saksi akan disebarkan dan sejak saat itu Saksi tidak ada 
berhubungan lagi dengan Sdr.Bayu Budiono dan pada tanggal 5 
November 2016 Saksi mengetahui bahwa gambar atau foto porno 
Saksi telah disebarkan di Facebook oleh Sdr. Deni Setiawan yang 
Saksi rasa itu adalah Sdr Bayu Budiono tersebut. Saksi mengatakan 
bahwa dalam akun Facebook Sdr. Bayu Budiono tidak disebarkan 
gambar atau foto porno milik Saksi namun secara tidak langsung 
dalam akun tersebut menunggah sebuah kalimat yaitu “ADA BERITA 
PANAS DI TENGGARONG” kemudian “BERITA BARU DI 
TENGGARONG…SEORANG SISWI SMK FARMASI DI 
TENGGARONG FOTO BUGIL…FOTONYA MENYEBAR 
KEMANA…HADEH KELAKUAN, ADA BERITA PANAS DI 
TENGGARONG,HOT NEWS DI TENGGARONG”, sehingga 
menurut Saksi pengguna akun Facebook atas nama Deni Setiawan 
sama dengan pengguna akun Facebook atas nama Bayu Yu Alias 
Bayu Budiono yang merupakan pacar Saksi sendiri. Saksi merasa 
malu dan trauma atas unggahan gambar atau foto porno tersebut. 
b. Keterangan Ahli 
Kasus ini Penuntut Umum mengajukan Ahli untuk menguatkan 
tuntutannya. Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu H. Riyanto, 
S.Sos. bin Suhadi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya 
sebagai berikut:  
1) Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS di Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan Ahli adalah 
Kepala Seksi Telekomunikasi dengan tugas dan tanggungjawab 
sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi;  
2) Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat 





B/1322/XI/2016/Reskrim tanggal 30 November 2016 tentang 
permohonan keterangan Ahli dan berdasarkan Surat Perintah 
Tugas dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai 
Kartanegara Nomor: 046/645/Diskominfo/XI/2016 tanggal 30 
November 2016;  
3) Bahwa informasi elektonik adalah satu atau sekumpulan data 
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta, rancangan, foto, elektronik serta interchange 
(EDI) surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, 
symbol, atau perforaso yang telah diolah yang memiliki arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;  
4) Bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 
dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer 
dan/atau media elektronik lainnya; 
5)  Bahwa pengirim informasi elektronik adalah subyek hukum yang 
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;  
6) Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik 
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 
dalam bentuk analog, digital, elektromanetik, optikal, atau 
sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar 
melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak 
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau 
sejenisnya, huruf, tanda,angka, kode, akses, symbol atau 
perforasi yang memiliki makna atau arti ataudapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya;  
7) Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik bahwa alat bukti hukum yang sah adalah informasi 





serta alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang 
berlaku di Indonesia; 
8) Bahwa yang bertanggung-jawab atas segala akibat hukum dalam 
transaksi elektronik adalah: 
1. Jika dilakukan sendiri maka yang bertanggung-jawab 
terhadap segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi 
elektronik adalah para pihak yang 
bertransaksi/perorangan; 
2. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa maka yang 
bertanggung-jawab terhadap segala akibat hukum dalam 
pelaksanaan transaksi elektronik adalah pemberi kuasa; 
3. Jika dilakukan melalui agen elektronik maka yang 
bertanggung-jawab terhadap segala akibat hukum dalam 
pelaksanaan transaksi elektronik adalah penyelenggara 
agen elektronik. 
9) Bahwa Ahli telah dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 
November 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Dian 
Fitriana binti Aidi Lendra yangberada di Jalan Mangkuraja RT 
24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten 
Kutai Kartanegara telah diketahui oleh Saksi Dian Fitriana binti 
Aidi Lendra ada akun Facebook atas nama Deni Setiawan telah 
menyebarkan atau mengirimkan tulisan serta gambar di dinding 
akun Facebook Deni Setiawan tersebut yaitu berupa foto 
gambar wajah serta alat kelamin (Vagina dan Payudara) Saksi 
Dinda Septia binti Jamli, foto gambar wajah serta alat kelamin 
(Vagina dan Payudara) milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dan 
terdapat tulisan diatasnya “foto bugil siswi SMK Farmasi 
Tenggarong atas nama Dinda Septiana, mungkin kaloadda yang 
kenal orang ini,,,,kelakuanyaaaa” dan foto gambar wajah 
sertaalatkelamin (Vagina dan Payudara) Saksi Dinda Septia binti 





Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu sekitar bulan Oktober 2016 
atas permintaan Sdr. Bayu Budionotersebut Saksi Dinda Septia 
binti Jamli telah mengirimkan foto-foto tersebut kepada Sdr. 
Bayu Budiono melalui kotak pesan di Facebook atas nama Bayu 
Budiono, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 
sekitar pukul 20.00 WITA diketahui bahwa foto-foto tersebut 
sudah di upload (ditransmisikan) ke media sosial Facebook 
dengan pemilik akun atas nama Deni Setiawan, atas penjelasan 
tersebut Ahli berpendapat bahwa perbuatan orang yang 
mentransmisikan (mengupload) foto-foto tersebut melalui akun 
Facebook atas nama Deni Setiawan sebagaimana tersebut diatas 
merupakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
10) Bahwa tulisan dan foto-foto sebagaimana tersebut di atas 
merupakan dokumen elektronik sesuai dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik; Bahwa akun Facebook atas nama 
Deni Setiawan tersebut termasuk media elektronik;  
11) Bahwa cetakan atau print foto-foto yang telah diperlihatkan 
kepada Ahli tersebut yang dicetak dari akun Facebook atas 
nama Deni Setiawan merupakan dokumen elektronik yang dapat 
dijadikan alat bukti dalam Tindak Pidana Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
c. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa dalam Persidangan memberikan keterengan yang 
pokok intinya sebagai berikut: 
1) Bahwa nama akun yang Terdakwa miliki yaitu akun Facebook 
Bayu Yu dan akun Facebook Deni Setiawan; 
2) Bahwa seingat Terdakwa untuk akun Facebook dengan nama 





Tahun 2015 sedangkan untuk akun Facebook dengan nama Deni 
Setiawan telah Terdakwa buat pada Bulan Oktober 2016; 
3) Bahwa yang membuat akun Facebook Bayu Yu dan akun 
Facebook Deni Setiawan adalah Terdakwa sendiri dan yang 
mengetahui juga Terdakwa sendiri, kemudian untuk password 
dan alamat email akun Facebook Bayu Yu adalah 30303030As 
dengan alamat email wahyuyu406@yahoo.com dan akun 
Facebook Deni Setiawan dengan password 30303030As tapi 
alamat emalinya Terdakwa lupa; 
4) Bahwa foto-foto dan status komentar tersebut adalah merupakan 
foto dan status yang berada di dinding akun Facebook milik 
Terdakwa yaitu akun Facebook Bayu Yu dan akun Facebook 
Deni Setiawan; 
5) Bahwa yang menyebarkan foto-foto dan status komentar 
tersebut yang berada didinding akun Facebook milik Terdakwa 
yaitu akun Facebook Bayu Yu dan akun Facebook Deni 
Setiawan; 
6) Bahwa alat yang digunakan untuk menyebarkan foto-foto dan 
status komentar tersebut yang berada di dinding akun Facebook 
Bayu Yu dan akun Facebook Deni Setiawan yaitu menggunakan 
1 (satu) unit handphone merk Blacberry Gemini warna hitam 
dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam; 
7) Bahwa sesuai data bahwa foto-foto dan gambar tersebut 
terupload pada tangga l1 November 2016 dan pada tanggal 5 
November 2016 di mess PT. PPA Berau; 
8) Bahwa isi tulisan sesuai foto-foto yaitu : 
a) BERITA BARU DI TENGGARONG…SEORANG 







ADA BERITA PANAS DI TENGGARONG, HOT 
NEWS DI TENGGARONG; 
b) .FOTO BUGIL SISWI SMK FARMASI TENGGARONG 
ATAS NAMA DINDA SEPTIANA MUNGKIN KLO 
ADA YANG KENAL ORANG 
INI…KELAKUANNYYAAA; 
9) Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut kemudian 
Terdakwa sebarkan di dinding akun Facebook milik Terdakwa 
yaitu akun Facebook Deni Setiawan dari teman dekat Terdakwa 
yaitu Saksi Dinda Septia binti Jamli; 
10) Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Dinda Septia binti 
Jamli adalah hubungan pacarana dengan berkenalan melalui 
media sosial Facebook; 
11) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
melalui akun Facebook Bayu Yu sekitar Bulan Oktober 2015, 
kemudian Terdakwa pacarana sejak bulan November 2015; 
12) Bahwa cara Terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut yaitu 
dengan cara Terdakwa merayu Saksi Dinda Septia binti Jamli 
akan membelikan 1 (satu) unit handphone Iphone 6 asalkan 
Saksi Dinda Septia binti Jamli mau mengirimkan foto-foto 
sesuai permintaan Terdakwa dan atas rayuan Terdakwa tersebut 
Terdakwa bisa mendapatkan foto-foto tersebut;  
13) BahwaTerdakwa mendapatkan foto-foto tersebut sekitar bulan 
Mei 2016 dengan menggunakan media inbox akun Facebook 
Bayu Yu; 
14) Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi 
dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli dan merayu agar 
mendapatkan foto-foto tersebut adalah dengan menggunakan 1 
(satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan 





15) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto-
fotoSaksi Dinda Septia binti Jamli tersebut yaitu dikarenakan 
Terdakwa kesal tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Saksi 
Dinda Septia binti Jamli serta merasa dicuekin oleh Saksi Dinda 
Septia binti Jamli sehingga Terdakwa sengaja menyebarkan 
foto-foto yang berada di dinding akun Facebook milik 
Terdakwa yaitu akun Facebook Bayu Yu dan akun Facebook 
Deni Setiawan; 
16) Bahwa foto-foto yang berada di dinding akun Facebook milik 
Terdakwa yaitu akun Facebook Deni Setiawan masih Terdakwa 
simpan filenya di laptop merk Acer warna silver hitam; 
17) Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa untuk akun Facebook 
Deni Setiawan sudah dihapus di Facebook dan foto-fotonya juga 
sudah terhapus akan tetapi untuk akun Facebook Bayu Yu masih 
ada di Facebook; 
18) Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu 1 
(satu) unit handphone merk Blacberry Gemini warna hitam, 1 
(satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam dan 1 (satu) unit 
handphone merk Samsung warna hitam putih dengan nomor 
082351251676; 
19) Bahwa Terdakwa mengupload gambar atau foto porno Saksi 
Dinda Septia binti Jamli sesuai dengan gambar di beranda akun 
Facebook Deni Setiawan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 
November 2016 antara pukul 19.32 WITA sampai dengan pukul 
20.00 WITA di mess PT. PPA Berau dengan alamat Kampung 
Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 
Kalimantan Timur; 
20) Bahwa kronologis Terdakwa kenal dengan Saksi Dinda Septia 
binti Jamli sampai akhirnya Terdakwa mengupload gambar atau 
foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli di beranda akun 





akun Facebook Deni Setiawan yaitu yaitu sekirabulan Oktober 
2015 melalui akun Facebook milik Terdakwa yaitu akun 
Facebook Bayu Yu dan akun FacebookSaksi Dinda Septia binti 
Jamli yaitu “Dinda Septia”, kemudian Terdakwa dan Saksi 
Dinda Septia binti Jamli menjalin hubungan dengan status 
pacaran pada bulan November 2015, selang beberapa bulan 
Terdakwa berpacaran dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kemudian sekitar Bulan Mei 2016 Terdakwa chatting dengan 
Saksi Dinda Septia binti Jamli melalui akun Facebooknya yang 
bernama “DINDA SEPTIA” dan Terdakwa chatting ke inbox 
Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “jika kamu sayang sama 
aku, kamu kirim foto payudaramu sama vaginamu” dan 
dibalasSaksi Dinda Septia binti Jamli “iya nanti, nanti”. 
Kemudian beberapa kali Terdakwa meminta gambar Vagina dan 
Payudara milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dengan 
mengatakan bahwa apabila Saksi Dinda Septia binti Jamli tidak 
mengirimkan gambar Payudara dan Vagina tersebut maka Saksi 
Dinda Septia binti Jamli akan Terdakwa putusin hubungan 
pacarannya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi Dinda Septia 
binti Jamli masih saja tidak mengirimkan gambar tersebut 
kepada Terdakwa. Kemudian pada Bulan Mei 2016 Terdakwa 
kembali meminta gambar Payudara dan Vagina milik Saksi 
Dinda Septia binti Jamli melalui akun Facebook dan 
mengancam akan diputus kalau tidak dikasih dan akan 
Terdakwa belikan Iphone 6 dan akhirnya Saksi Dinda Septia 
binti Jamli mau mengirimkan gambar atau foto telanjang dada 
atau Payudara melalui inbox di Facebook milik Terdakwa yaitu 
Bayu Yu tersebut, setelah itu Terdakwa masih meminta gambar 
atau foto Vagina milik Saksi Dinda Septia binti Jamli 
dikarenakan foto yang Terdakwa dapatkan masih foto Payudara 





segera mengirimkan foto Vaginanya serta mengancam apabila 
tidak dikirimkan gambar Vaginanya maka gambar Payudaranya 
yang sudah diberikan kepada Terdakwa akan Terdakwa sebar 
luaskan, kemudian selang beberapa harisetelah Terdakwa 
mengancam Saksi Dinda Septia binti Jamli, maka Saksi Dinda 
Septia binti Jamli mau mengirimkan foto Vagina miliknya 
melalui akun Facebook, kemudian setelah Saksi Dinda Septia 
binti Jamli mengirimkan foto atau gambar Vagina kepada 
Terdakwa pada sekitar akhir Bulan Mei 2016 hubungan 
Terdakwa dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli merenggang 
karena Terdakwa jarang berkomunikasi lagi dengan Saksi Dinda 
Septia binti Jamli dan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
mengirimkan sms bahwa handphone milik Saksi Dinda Septia 
binti Jamli rusak, kemudian Terdakwa meminta untuk 
mengirimkan handphone yang rusak tersebut ke pos dan 
mengirimkan ke alamat Terdakwa di Berau akan tetapi Saksi 
Dinda Septia binti Jamli tidak mau, sehingga setelah kejadian 
tersebutTerdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi Dinda 
Septia binti Jamli, setelah tidak ada komunikasi lagi selanjutnya 
pada tanggal 5 November 2016 antara pukul 19.32 WITA 
sampai dengan pukul 20.00 WITA bertempat di Mess PT. PPA 
yang berada di Kampung Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung 
Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Terdakwa langsung 
mengupload foto atau gambar Payudara dan Vagina Saksi Dinda 
Septia binti Jamli yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa 
tersebut ke beranda akun Facebook “Deni Setiawan” milik 
Terdakwa dengan Terdakwa edit dijadikan satu gambar dari 
beberapa gambar Saksi Dinda Septia binti Jamli tersebut dengan 
menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Accer warna silver 





6. Alat bukti dan Barang Bukti 
Menetapkan barang bukti berupa: 
4) 1(satu) Unit Handphone Merk Blacberry Gemini warna Hitam; 
5) 1 (satu) Unit Laptop merk Acer warna Silver Hitam; 
6) Akun Facebook An. Bayu Yu dengan alamat email 
wahyuyu406@yahoo.com; 
7) 1 (satu) lembar gambar status Facebook An. Bayu Yu; 
8) 3 (tiga) lembar gambar dan status Facebook An. Deni Setiawan; 
9) 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna Hitam Putih dengan nomor 
082351251676; 
7. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 
248/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 4 Juli 2017 yang amar selengkapnya 
sebagai berikut :  
Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronikdan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain 
yang bersangkutan;  
 
MENGADILI: 
a. Menyatakan Terdakwa Wahyudin Alias Bayu Yu Alias Deni Setiawan 
bin Sugiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua; 
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 





e. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
1) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna hitam; 
2) 1 (satu) unit laptop merk Accer warna silver hitam; 
Dimusnahkan; 
1) Akun Facebook An. Bayu Yu dengan alamat email 
wahyuyu406@yahoo.com; 
2) 1 (satu) lembar gambar status Facebook An. Bayu Yu; 
3) 3 (tiga) lembar gambar dan status Facebook An. Deni Setiawan; 
Terlampir dalam berkas perkara; 
1) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih dengan nomor 
082351251676 
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 
B. Pembahasan 
1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak 
Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi Ditinjau dari Pasal 184 
KUHAP jo Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
 Pembuktian merupakan proses yang sangat menentukan bagi Seorang 
Terdakwa, karena dalam proses ini seorang Terdakwa diputus telah 
memenuhi atau tidak memenuhi dari unsur-unsur dalam melakukan suatu 
Tindak Pidana. Terdakwa diputus bersalah atau lepas dari segala tuntutan 
oleh Hakim tergantung bagaimana proses pembuktian tersebut berjalan. 
Pembuktian sendiri digunakan dalam proses persidangan demi mencari 
fakta-fakta atau kebenaran materiil. Pembuktian dalam proses persidangan 
merupakan suatu usaha bagi Hakim guna mencapai keyakinan melalui alat-
alat bukti yang ada. Sementara bagi Terdakwa sendiri merupakan usaha 
guna meyakinkan Hakim melalui alat-alat bukti yang ada agar Terdakwa 
tersebut dapat dibebaskan dari hukuman atau dilepaskan dari segala tuntutan 





bersalah dan dijatuhi putusan (Hetty Hasanah, 2011:237). Proses 
pembuktian sangat berakitan dengan alat bukti yang dihadirkan dalam 
proses persidangan. Alat bukti ini diharapkan dapat menjadi pandangan 
Hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus suatu perkara. 
Penggunaan alat bukti dalam proses persidangan perkara pidana telah 
dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal ini menerangkan tentang alat 
bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana. 
Pasal 184 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHAP menyatakan bahwa 
alat bukti yang sah adalah: 
a) Keterangan Saksi; 
b) Keterangan Ahli; 
c) Surat; 
d) Petunjuk; 
e) Keterangan Terdakwa. 
 Fungsi dari kelima alat bukti tersebut tidak lain untuk menentukan 
bahwa seorang Terdakwa benar melakukan suatu perbuatan pidana dan 
untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya, jadi yang dapat dinilai 
sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” 
hanyalah sebatas dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Alat bukti di luar dari 
yang ditetapkan dalam Pasal ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai 
nilai pembuktian. Keadaan ini menjadi permasalahan jikalau ditemukan alat 
bukti yang menentukan namun tidak diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) 
KUHAP. Jelas apabila hanya mengacu kepada pembuktian berdasarkan 
Pasal 184 KUHAP maka bukti Dokumen Elektronik dalam perkara 
menyebarluaskan konten pornografi dengan Nomor: 
248/Pid.Sus/2017/PN.Trg tersebut tidak dapat memiliki kekuatan hokum 
yang mengikat dan tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses 
pembuktian di persidangan dan hal ini menjadi ketentuan yang tidak sesuai 
dengan Undang-Undang apabila dikaitkan dengan perkembangan dalam 





 Alat bukti dalam KUHAP tidak dapat lagi dijadikan satu-satunya 
acuan, karena pada dasarnya Undang-Undang ini tidak dapat mengikuti 
pesatnya perkembangan zaman seperti saat ini. Alat bukti elektronik harus 
dirumuskan dalam undang-undang pidana khusus secara tegas dan 
mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah, namun demikian dalam 
perundang-undangan pidana yang mengatur alat bukti elektronik tersebut 
terdapat perbedaan kebijakan mengenai status alat bukti digital atau alat 
bukti elektronik, yaitu dalam perundang-undangan yang satu alat bukti 
elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam 
perundang-undangan yang lain diakui sebagai sebagaialat bukti yang berdiri 
sendiri (Sigid Suseno, 2012:222). Terobosan terbaru dari perkembangan alat 
bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu 
merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan 
kejahatan yang berbasis teknologi informasi (cyber crime) dan mampu 
mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu 
alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik 
(Alcadini Wijayanti, 2012:3). 
 Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik maka alat bukti Dokumen Elektronik hal ini berupa 
print out dari akun media social Terdakwa dalam kasus tindak pidana 
menyebarluaskan konten pornografi Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg 
dapat dijadikan menjadi alat bukti yang berdiri sendiri dan memeiliki 
kekuatan pembuktian yang bebas yang mana alat bukti tersebut adalah alat 
bukti yang sah di luar Pasal 184 KUHAP. Ketentuan tersebut menguatkan 
sudut padang alat bukti tidak hanya sebatas pada Pasal 184 KUHAP saja, 
melainkan juga diatur dalam Undang-Undang khusus tersendiri. 
 Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam kasus 
menyebarluaskan konten yang bermuatan pornografi Nomor: 





berupa print out gambar dan status akun media social yang dimiliki 
Terdakwa.  
 Pertama, penggunaan alat bukti Dokumen Elektronik berupa print out 
dari status akun media sosial Terdakwa dalam suatu pembuktian perkara 
dalam pengadilan pidana tidak dapat terlepas dari sejarah perkembangan 
alat bukti elektonik yang pernah dan masih digunakan dalam sistem hukum 
positif di Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektonik disahkan penggunaan alat bukti 
elektronik memiliki beragam makna dalam beberapa peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia antara lain: 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 26 huruf a 
merumuskan: 
“Alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat 
dijadikan bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.” 
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 38 huruf b 
yang merumuskan: 
1) Pasal 1 angka 7: 
 “Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi 
yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang 
dikeluarkan dengan atau bantuan sarana, baik tertuang 
dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau 
terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada: 
a) Tulisan, suara atau gambar; 
b) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
c) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi 
yang memiliki makna atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu membaca atau 
memahaminya.” 
2) Pasal 38 huruf b  






a) Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam 
Hukum Acara Pidana; 
b) Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, 
dikirimkan, diterima/disimpan secara 
elektronik dengan alat optic atau serupa 
dengan itu; dan 
c) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 7.” 
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 27 huruf b yang 
merumuskan: 
“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme, meliputi: 
a) Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam 
Hukum Acara Pidana; 
b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, 
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 
elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan 
itu; dan 
c) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, 
dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang 
tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, atau yang terekam secara elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
1) Tulisan, suara atau gambar; 
2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; 
3) Huruf, tanda, angka, symbol, atau 
perforasi yang memiliki makna atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu 
membaca atau memahaminya.” 
 Ketiga Undang-Undang tersebut telah menjelaskan bahwa eksistensi 
alat bukti elektronik sudah dianggap dalam sistem hukum di Indonesia, 
namun keberlakuannya hanya sebatas dalam Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme saja. Ketiganya belum adanya kejelasan tentang legalitas print 
out sebagai alat bukti dan belum adanya tentang cara yang dapat menjadi 
dasar dalam memperoleh alat bukti tersebut serta cara pengajuan informasi 





 Kedua, Kekekuatan pembuktian dari Dokumen Elektronik berupa 
print out gambar dan status media social Terdakwa ditentukan sejak 
berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, yang mana dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan mengenai 
pengertian Informasi Elektronik yaitu:  
“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto, Electronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), 
telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya” 
  Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan mengenai pengertian dokumen 
elektronik yaitu: 
 “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yangdibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 
digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 
ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, 
termasuk tetapi tidak terbataspada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya.” 
 Lebih khusus mengenai alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 
5 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, dengan itu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang 
bertambah dengan alat bukti lainnya, yakni Informasi Elektronik dan atau 
Dokumen Elektronik. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik merumuskan: 
 Pasal 5 
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 
yangsah. 
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 





Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah 
sesuaidengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 
(4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem 
Elektroniksesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang ini. 
(5) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(1) tidak berlaku untuk: 
1) Surat yang menurut Undang-Undang harus 
dibuat dalam bentuk tertulis; dan 
2) Surat beserta dokumennya yang menurut 
Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril 
atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik merumuskan: 
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 
Pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai 
berikut:  
1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
Perundang-undangan; dan 
2) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), dan 
Ayat (3). 
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Eletkronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti 
hukum yang sah. Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan 
tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi 
Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan 
Dokumen Elektronik ialah wadah atau „bungkus‟ dari Informasi Elektronik. 
Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk 
mp
3
 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah 








Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 
Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari 
Dokumen Elektronik. (Sitompul, 2012:152-153). Informasi Elektronik dan 
Dokumen Elektronik tersebut yang menjadi Alat Bukti Elektronik (Digital 
Evidence). Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik 
menjadi alat bukti surat. 
Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan 
dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di 
Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan 
dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1). Perluasan di sini 
maksudnya: (Sitompul, 2012:152-153) 
a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara 
pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik 
menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP; 
b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam 
hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. 
Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan 
alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP. 
Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah 
diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar.  Misalnya 
Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Terorisme, 
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, 
Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat 





Syarat formil diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen 
Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan 
harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, 
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin 
keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin 
terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal 
dibutuhkan digital forensik (Sitompul, 2012:152-153). Dengan demikian, 
email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya 
dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sesuai dengan dengan Pasal 5 
Ayat (1) Jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang 11 Tahun 2008, maka status bukti elektronik 
merupakan alat bukti yang berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari alat 
bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku 
di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan 
(Johan Wahyudi, 2012:123).  
 Ketiga, penggunaan alat bukti Dokumen Elektronik berupa print out 
dari status akun media social Terdakwa Majelis Hakim menempatkan alat 
bukti tersebut yang diajukan Penuntut Umum perkara pidana 
menyebarluaskan konten pornografi Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg, 
dalam proses persidangan perkara ini sebagian merupakan bagian dari alat 
bukti yang bebas dan berdiri sendiri diluar Pasal 184 KUHAP. Alat bukti 
yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagian besar adalah alat bukti digital, 
sehingga bukti digital ini dapat digolongkan sebagai informasi dan/atau 
dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dan bukti ini dapat diterima sebagai alat bukti 
yang sah oleh Pengadilan. 
Alat bukti informasi dan dokumen elektronik mempunyai kekuatan 





bukti dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti surat. Sehingga alat 
bukti surat tidak hanya terbatas pada surat yang dibuat oleh pejabat umum 
yang berwenang, surat dari seorang ahli yang memuat tentang keahliannya, 
atau surat-surat lain yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana (M. 
Jackson Nakamnanu, 2016:4).  
Validasi merupakan hal yang harus dilakukan dalam pembuktian 
tindak pidana yang menggunakan alat bukti elektronik agar bukti ini dijamin 
keasliannya dan tidak direkayasa. Validasi suatu arsip elektronik akan 
meliputi:  
1. Validitas substansi informasi ditentukan oleh proses pengolahan 
informasi dan identitas hukum para pihak (legal identity). 
2. Format formasi ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau 
sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya 
kepada siapa informasi itu ditujukan.  
3. Tanggung jawab para pihak, baik sebagai si penyampai informasi 
(originators) dan si penerima/tujuan infomasi (recipient), 
sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang 
berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.  
4. Validitas informasi sebagai output, secara teknis dan yuridis 
semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan 
komunikasi yang ada (Edmon Makarim, 2004:211). 
 
Pendapat Hakim Santhos Wachjoe dalam jurnalnya yang berjudul 
Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat 
Bukti Persidangan menyatakan bahwa: 
“Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang diajukan di persidangan merupakan data image file yang identik 
dengan data asal, maka informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk 
membuktikan suatu perkara, baik pidana maupun perdata. Di 
persidangan perkara pidana, alat bukti berupa informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 atau bisa juga merupakan alat bukti surat ataupun 
petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP” 
(Santhos Wachjoe, 2016:16) 
 Menganalisa dari kelima macam alat bukti yang diakui dalam Hukum 





keterangan ahli, surat, petunjuk, danketerangan terdakwa, maka termasuk 
dalam kelompok manakah surat elektronik itu. Apabila dilihat dari kelima 
macam alat bukti dalam Pasal184 KUHAP, surat elektronik hanya bisa di 
masukkan dalam kategori alat bukti surat (M. Jodi dan Eddy Herdyanto, 
2006:5). 
 Tindak pidana menyebarkan-luaskan konten pornografi dalam Putusan 
Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg tersebut Penuntut Umum mengajukan 
seorang Ahli untuk memperkuat alat bukti yang sebelumnya sudah diajukan 
ke Pengadilan Negeri Tenggarong. Kekuatan Keterangan Ahli dalam proses 
penyidikan sampai pada Hakim menjatuhkan putusan yaitu Keterangan Ahli 
benar-benar mempunyai kekuatan dan peranan penting dalam menyumbang 
kejelasan atas penyelesaian suatu perkara pidana dan membantu 
mengungkap atau membuat terang suatu perkara pidana yang sedang 
diperiksa. Pada dasarnya Keterangan Ahli tidak memiliki kekuatan 
mengikat hanya saja kekuatanya tergantung pada penilaian Hakim (Lylis 
Suryani, 2015:13-14). 
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan jika informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah. 
Peraturan Perundangang-Undangan yang sebelumnya telah menjelaskan 
bahwa penggunaan dokumen elektronik dalam hal ini cetakan (print out) 
media elektronik sebagai informasi dan dokumen elektronik tidak begitu 
saja dapat diterapkan dalam dunia hukum tetapi harus memerlukan 
pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberikan pembuktian yang sah 
dan senyatanya. 
Alat bukti tersebut menjadi informasi elektronik dan dokumen 
elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang 
memenuhi persyaratan minimum yang tertera dalam Pasal 5 Ayat (3) jo 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-






1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi 
yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan; 
2. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; 
3. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan 
dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh 
pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik tersebut; 
4. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 
kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 
Terhadap tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi yang 
diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor 
Perkara: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg di dalam pembuktiannya dari pihak 
korban melalui Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa dokumen 
elektronik dalam hal ini cetakan (print out) media elektronik yang 
merupakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik adalah sah dan 
memiliki kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan syarat dan prosedur 
yang telah ditetapkan. 
Upaya pembuktian yang dilakukan kepada Terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana menyebarluaskan 
konten pornografi terhadap Korban. Berdasarkan alat bukti berupa 
Keterangan Saksi Dinda Septia, Dian Fitriana, Nilasari dan Alam Fawirza; 
Keterangan Terdakwa; Keterangan Ahli yang menguatkan alat bukti diluar 
KUHAP yakni cetakan (Print Out) dari akun media sosial Terdakwa, 
sehingga penilaian pembuktian tindak pidana menyebarluaskan konten 
pornografi menggunakan dasar ketentuan menurut Pasal 184 Ayat (1) huruf 
c KUHAP dan menggunakan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai sebagai alat bukti Surat. Hal ini 
diyakinkan dengan adanya alat bukti cetakan (print out) media elektronik 
dan validasi keterangan ahli yang merupakan alat bukti surat serta terdapat  
alat bukti petunjuk berdasar keterangan Saksi, Surat print out dokumen 
elektronik, dan keterangan Terdakwa  tertuju pada Terdakwa yang terbukti 





secara sah dan meyakikan bersalah dan diputus pidana penjara selama 1 
(satu) tahun 4 (empat) bulan. 
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Alat Bukti yang Ada dalam 
Memutus Tindak Pidana Menyebarluaskan Konten Pornografi 
Berdasarkan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP 
Pembuktian Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yang dilakukan 
oleh Penuntut Umum, kemudian hasil pembuktian dinilai oleh Hakim 
seharusnya berdasarkan pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti 
yang ditentukan oleh Undang-Undang. Fungsi Hakim untuk melakukan 
upayanya menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana menyebarluaskan 
konten pornografi dengan Nomor Perkara: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg harus 
tepat dan cermat menilai dan mempertimbangkan alat bukti dan barang 
bukti yang dihadirkan didalam proses persidangan. Putusan diambil 
berdasarkan asas musyawarah-mufakat berpedoman pada dakwaan yang 
ditujukan kepada Terdakwa. Asas musyawarah-mufakat tertuang dalam 
Pasal 182 Ayat (3): “Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir 
untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan 
setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin 
meninggalkan ruangan sidang.” Putusan haruslah berdasarkan 
pertimbangan, alasan dan dasar hukum yang jelas sesuai Pasal 50 Ayat (1) 
jo Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman 
Ketentuan Pasal 183 KUHAP mengatur mengenai prinsip minimum 
pembuktian, yang merumuskan bahwa: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
Artinya, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan apabila tidak 
memenuhi asas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat 





kembali dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila asas minimum pembuktian tidak 
terpenuhi maka Hakim tidak boleh menjatuhkan Putusan. Jika asas 
minimum ini sudah terpenuhi dan Terdakwa melakukan tindak pidana maka 
Hakim atas nama Pengadilan dapat menjatuhkan Putusan, sesuai dengan 
pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: 
“Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan 
pidana.” 
Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dituntut untuk cermat 
dan lugas. Putusan Hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan 
jawaban, oleh karena Hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit), maka 
putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang 
bisa diterima secara nalar dikalangan institusi kehakiman, forum ilmu 
pengetahuan hukum, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara 
(Shidarta, 2011:4). Putusan harus sah untuk dapat dilaksanakan. Syarat 
sahnya putusan diatur dalam Pasal 195 KUHAP yakni apabila diucapkan di 
sidang yang terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar masyarakat 
dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan juga dapat memantau 
apakah jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan didalam KUHAP atau 
tidak. 
Pasal 183 KUHAP secara jelas memperlihatkan bahwa hukum acara 
pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang 
secara negative atau negatief wettelijk bewijsleer. Seorang baru boleh 
dijatuhkan pidana oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim atas dasar 
keyakiinan Hakim terhadap kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan alat 
bukti yang sah menurut Undang-Undang. 
 Sistem negatif ini ada dua hal yang merupakan syarat untuk 
membuktikan kesalahan Terdakwa, sesuai dengan pendapat Alfitra, yakni 
(Alfitra, 2011:29): 






b. Negatief: adanya keyakinan dari Hakim, yakni berdasarkan 
bukti-bukti tersebut Hakim meyakini kesalahan Terdakwa. 
Wettelijk yang menjadi dasar adalah Pasal 183 KUHAP tentang syarat 
minimum alat bukti yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Wettelijk yang 
pertama, alat bukti Keterangan Saksi yang merupakan alat bukti yang sah 
dimata hukum atau pengadilan, dimana ada 4 (empat) orang Saksi yang 
memberikan keterangannya dalam Persidangan. Kesaksian tersebut merujuk 
pada alat bukti diluar Pasal 184 KUHAP yang menjadi alat bukti yaitu print 
out dari akun media elektronik, dimana menyebutkan alat bukti tersebut 
menjelaskan tentang perbuatan pidana yang terjadi. Kedua, alat bukti 
keterangan ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu H. Riyanto, S.Sos. 
bin Suhadi PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Jabatan Ahli adalah Kepala Seksi Telekomunikasi dengan 
tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi 
memberikan pernyataan bahwa suatu cetakan dari media elektronik dapat 
dijadikan suatu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Ketiga, alat bukti Keterangan Terdakwa yang pada 
intinya mengakui kesalahan dan perbuatannya. Keempat, alat bukti cetakan 
atau print out dari media elektronik Terdakwa yang menjadi alat bukti diluar 
KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana menyebarkluaskan Konten 
Pornografi. 
Syarat kedua yakni Negatiefnya adalah keyakinan Hakim yang tertera 
dalam pertimbangannya. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong langsung 
menggunakan Dakwaan Alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum 
yaitu Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pertimbangan 
Hakim disini adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal ini yang 
terungkap selama jalannya persidangan, antara lain: 





2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat 
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;  
3. Dengan sengaja dan tanpa hak; 
Pertimbangan Hakim dalam memutus juga berdasarkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f 
KUHAP. Majelis Hakim dalam kasus ini menilai hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan sebelum memutus perkara ini antara lain: 
Keadaan yang memberatkan: 
1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain; 
Keadaan yang meringankan : 
1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
2. Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, 
sehingga memperlancar proses persidangan; 
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya tersebut; 
4. Terdakwa belum pernah dipidana;  
Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dapat dikatakan bukti-
bukti yang diajukan dan ditampilkan menjelaskan hal tersebut benar-benar 
terjadi serta Pertimbangan Hakim diperjelas dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Tenggarong Nomor: 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg merupakan kesalahan 
yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim dengan dasar tersebut 
bersepakat dan berkeyakinan penuh bahwa Terdakwa Wahyudin alias Bayu 
YU alias Deni Setiawan telah melakukan perbuatan pidana 
menyebarluaskan konten pornografi yaitu menggunggah foto Vagina dan 
Payudara Korban Dinda Septia ke akun Facebook Terdakwa. Pertimbangan 
Hakim ini berdasarkan penilaian fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan. Keadaan tersebut dinilai sudah cukup untuk menilai kesalahan 
yang dilakukan Terdakwa, sehingga sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) 





menyebarluaskan konten pornografi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 






1. Kekuatan Pembuktian alat bukti dokumen elektronik dalam tindak pidana 
menyebarluaskan konten pornografi berdasarkan Putusan Nomor 
248/Pid.Sus/2017/PN.Trg telah sah dan berdasarka Pasal 184 Ayat (1) jo 
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . 
Hasil cetak informasi elektronik demikian dapat dijadikan atau memenuhi 
kretia sebagai alat bukti sah. Alat Bukti print out dapat berdiri sendiri 
sebagai alat bukti namun harus ada alat bukti yang lain sebagai 
pendukungnya, dalam hal ini diperlukannya validasi Keterangan Ahli untuk 
mengetahui sah tidaknya alat bukti elektronik tersebut.  Berkaitan dengan 
KUHAP alat bukti ini dapat dinilai berkekuatan sebagai alat bukti surat, 
karena pada dasarnya alat bukti ini berbentuk surat elektronik.  
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan alat bukti yang ada dalam 
memutus tindak pidana menyebarluaskan konten pornografi telah 
berdasarkan Pasal 183 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Pasal 183 KUHAP. 
Seorang baru boleh dijatuhkan pidana oleh Pengadilan melalui Majelis 
Hakim atas dasar keyakiinan Hakim terhadap kesalahan yang dilakukan 
Terdakwa dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang diatur 
dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP tentang syarat 
minimum alat bukti yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Pertama, alat bukti 
Keterangan Saksi yang merupakan alat bukti yang sah dimata hokum atau 
pengadilan, ada 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterngannya 
dalam Persidangan. Kedua, alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan 
Penuntut Umum yaitu H. Riyanto, S.Sos. bin Suhadi PNS di Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan Ahli 
adalah Kepala Seksi Telekomunikasi dengan tugas dan tanggungjawab 
sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi. Ketiga, alat bukti keterangan 





Keempat, alat bukti cetakan atau print out dari media elektronik Terdakwa 
yang menjadi alat bukti diluar KUHAP dalam Tindak Pidana 
menyebarkluaskan Konten Pornografi. Syarat kedua yakni Negatiefnya 
adalah keyakinan Hakim yang tertera dalam pertimbangannya, berkeyakinan 
bahwa bukti-bukti yang diajukan dan yang ditampilkan menjelaskan bahwa 
hal tersebut benar-benar terjadi dan merupakan kesalahan yang dilakukan 
oleh Terdakwa. Hal ini dinilai sudah cukup untuk menilai kesalahan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Jika asas minimum ini sudah terpenuhi dan 
Terdakwa melakukan tindak pidana maka Hakim atas nama Pengadilan 
dapat menjatuhkan Putusan, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. 
Pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana menyebarluaskan 
konten pornografi telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 Ayat (1) 
KUHAP. 
B. Saran 
Alat bukti diluar KUHAP seharusnya diatur oleh Pemerintah 
khususnya Pejabat pembuat Undang-undang lebih jelas dan tegas agar dapat 
membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materiil dan memutus 
suatu perkara dengan seadil-adilnya. Dokumen Elektronik terutama cetakan 
atau print out dari media elektronik yang digunakan dalam kasus ini 
merupakan salah satu contoh alat bukti digital diluar KUHAP, dengan 
adanya pengaturan yang jelas tentang Alat bukti digital lainnya diharapkan 
dapat mempermudah kinerja Hakim. Sehingga referensi Hakim dalam 
memberikan atau menjatuhkan putusan tidak hanya terpaku dalam Pasal 184 
KUHAP tetapi juga melihat dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-
Undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan 
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P U T U S A N 
Nomor  248/Pid.Sus/2017/PN Trg 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara 
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut 
dalam perkara Terdakwa : 
1. Nama lengkap  :  WAHYUDIN  alias  BAYU  YU alias DENI SETIAWAN 
   bin SUGIONO; 
2. Tempat lahir      :  Trenggalek;  
3. Umur/tanggal lahir :  31 Tahun/26 Desember 1985;  
4. Jenis Kelamin      :  Laki-laki;  
5. Kebangsaan  :  Indonesia;  
6. Tempat Tinggal  :  Dusun     Bangus    RT.005    RW.003    Desa      Wates    
      Kecamatan Campurdarat Tulung Agung, Jawa Timur;  
7. Agama   :  Islam;  
8. Pekerjaan  :  Swasta; 
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 
2017; 
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :  
1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2017; 
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan 
tanggal 4 April 2017;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;  
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017; 
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 20 Mei 2017 
sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; 
Pengadilan Negeri  tersebut;  
Setelah membaca :  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor          
248/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis 
Hakim; 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 20 April 2017 
tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta 
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; 
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Menyatakan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als. BAYU YU Als. DENI SETIAWAN 
Bin SUGIONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) UU RI 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai 
Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDIN Als. BAYU YU Als. DENI 
SETIAWAN Bin SUGIONO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 
dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
 1 (satu) Unit Handphone Merk Blacberry Gemini warna Hitam; 
 1 (satu) Unit Laptop merk acer warna Silver Hitam; 
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;  
 Akun Facebook An. BAYU YU dengan alamat email 
wahyuyu406@yahoo.com; 
 1 (satu) lembar gambar status Facebook An. BAYU YU; 
 3 (tiga) lembar gambar dan status Facebook An. DENI SETIAWAN; 
Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara; 
 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna Hitam Putih dengan nomor 
082351251676; 
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- 
(dua ribu rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan T rdakwa yang pada pokoknya mengakui 
perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim 
supaya dapat diberikan keringanan hukuman; 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan 
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; 
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut 
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya; 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : 
Kesatu   
Bahwa terdakwa WAHYUDIN Als. BAYU YU Als. DENI SETIAWAN Bin 
SUGIONO (Alm) pada  hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember tahun dua ribu enam belas 
bertempat di mess PT. PPA (Putra Perkasa Abadi) Berau tepatnya di Kampung Pegat 
Pukur, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Terdakwa ditahan di Tenggarong dan sebagian 
saksi berdomisili di wilayah Tenggarong sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) 
Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 
telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa berawal Terdakwa yang berhubungan pacaran dengan saksi DINDA 
meminta foto payudara dan foto vagina saksi DINDA melalui inbox akun facebook 
Terdakwa yang bernama “BAYU YU” ke akun facebook saksi DINDA yang 
bernama “DINDA SEPTIA”, dikarenakan saksi DINDA menolak permintaan 
Terdakwa tersebut maka Terdakwa sempat mengancam akan memutuskan 
hubungan pacarana dengan saksi DINDA jika tidak mengirimkan foto tersebut. 
Beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta kembali foto payudara dan foto 
vagina saksi DINDA melalui inbox facebook Terdakwa ke facebook saksi DINDA 
dan melakukan pengancaman akan memutuskan hubungan pacaran dengan 
saksi DINDA, Terdakwa juga akan membelikan saksi DINDA Iphone 6 jika 
mengirimkan foto tersebut, tidak lama kemudian saksi DINDA mengirimkan foto 
payudaranya kepada Terdakwa melalui inbox facebook, kemudian dikarenakan 
yang dikirim oleh saksi DINDA kepada Terdakwa hanya foto payudara saja maka 
Terdakwa meminta saksi DINDA untuk mengirimkan foto vaginanya dan 
Terdakwa juga mengancam saksi DINDA apabila tidak mengirim foto tersebut 
maka foto payudara saksi DINDA akan disebar luaskan di facebook, beberaoa 
hari kemudian saksi DINDA mengirimkan foto vaginanya ke Terdakwa melalui 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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inbox facebook. Beberapa bulan kemudian hubungan pacaran Terdakwa dengan 
saksi DINDA mulai merenggang karena sudah tidak ada komunikasi antara 
Terdakwa dengan saksi DINDA, kemudian Terdakwa memasukkan foto payudara 
dan vagina saksi DINDA ke akun facebook milik Terdakwa dengan nama “DENI 
SETIAWAN” sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa di 
facebook bisa melihat foto-foto tersebut; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 
29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 
ATAU 
Kedua  
Bahwa terdakwa WAHYUDIN Als. BAYU YU Als. DENI SETIAWAN Bin 
SUGIONO (Alm) pada  hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 wita 
atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopem er tahun dua ribu enam belas 
bertempat di mess PT. PPA (Putra Perkasa Abadi) Berau tepatnya di Kampung Pegat 
Pukur, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Terdakwa ditahan di Tenggarong dan sebagian 
saksi berdomisili di wilayah Tenggarong sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) 
Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 
telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 
kesusilaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
- Bahwa berawal Terdakwa yang berhubungan pacaran dengan saksi DINDA 
meminta foto payudara dan foto vagina saksi DINDA melalui inbox akun facebook 
Terdakwa yang bernama “BAYU YU” ke akun facebook saksi DINDA yang 
bernama “DINDA SEPTIA”, dikarenakan saksi DINDA menolak permintaan 
Terdakwa tersebut maka Terdakwa sempat mengancam akan memutuskan 
hubungan pacarana dengan saksi DINDA jika tidak mengirimkan foto tersebut. 
Beberapa bulan kemudian Terdakwa meminta kembali foto payudara dan foto 
vagina saksi DINDA melalui inbox facebook Terdakwa ke facebook saksi DINDA 
dan melakukan pengancaman akan memutuskan hubungan pacaran dengan 
saksi DINDA, Terdakwa juga akan membelikan saksi DINDA Iphone 6 jika 
mengirimkan foto tersebut, tidak lama kemudian saksi DINDA mengirimkan foto 
payudaranya kepada Terdakwa melalui inbox facebook, kemudian dikarenakan 
yang dikirim oleh saksi DINDA kepada Terdakwa hanya foto payudara saja maka 
Terdakwa meminta saksi DINDA untuk mengirimkan foto vaginanya dan 
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Terdakwa juga mengancam saksi DINDA apabila tidak mengirim foto tersebut 
maka foto payudara saksi DINDA akan disebar luaskan di facebook, beberaoa 
hari kemudian saksi DINDA mengirimkan foto vaginanya ke Terdakwa melalui 
inbox facebook. Beberapa bulan kemudian hubungan pacaran Terdakwa dengan 
saksi DINDA mulai merenggang karena sudah tidak ada komunikasi antara 
Terdakwa dengan saksi DINDA, kemudian Terdakwa memasukkan foto payudara 
dan vagina saksi DINDA ke akun facebook milik Terdakwa dengan nama “DENI 
SETIAWAN” sehingga semua orang yang berteman dengan Terdakwa di 
facebook bisa melihat foto-foto tersebut; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 
45 Ayat (1)  UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut : 
1. DIAN FITRIANA binti AIDI LENDRA dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan 
keluarga dengan Terdakwa;  
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan laporan dari 
Saksi Dinda Septia binti Jamli  tentang penyebaran gambar atau foto porno di 
media social facebook; 
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli yang mana Saksi 
Dinda Septia binti Jamli merupakan adik dari teman Saksi yaitu Saksi Nilasari 
binti Jamli; 
- Bahwa Saksi Dinda Septia binti Jamli melaporkan tentang adanya 
penyebaran gambar atau foto porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di 
media social facebook; 
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali kejadian penyebaran gambar atau foto 
porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di media social facebook yaitu pada 
hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 20.00 WITA dirumah Saksi 
di Jalan mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong 
Kabupaten Kutai Kartanegara; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat gambar atau foto porno 
dari Saksi Dinda Septia binti Jamli menyebar di akun Deni Setiawan di media 
sosial facebook; 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga Saksi mengetahui kejadian 
penyebaran gambar atau foto porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di 
media sosial facebook yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 
2016 sekira pukul 20.00 WITA dirumah Saksi di Jalan mangkuraja RT.24 
Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara 
Saksi membuka media sosial facebook milik Saksi, kemudian Saksi melihat 
ada gambar atau foto porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di akun 
facebook Deni Setiawan, setelah itu Saksi langsung memberitahukan 
informasi tersebut kepada Saksi Alam Fawirza bin Saipul Anwar yang 
merupakan kakak ipar Saksi Dinda Septia binti Jamli dan meinta agar Saksi 
Alam Fawirza bin Saipul Anwar datang kerumah Saksi untuk melihat 
postingan gambar di akun facebook Deni Setiawan dan saat itu juga 
postingan gambar porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli langsung Saksi 
capture menggunakan handphone merk Samsung A3 milik Saksi; 
- Bahwa Saksi mempunyai akun facebook yang bernama Dian Fitriana dengan 
email fitriana9@gmail.com kemudian memang benar Saksi ada berteman 
dengan akun facebook Deni Setiawan; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Dinda Septia binti 
Jamli dengan Sdr. Deni Setiawan; 
- Bahwa Saksi membenarkan gambar atau foto porno yang diperlihatkan di 
persidangan adalah gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli 
yang Saksi lihat di akun facebook Deni Setiawan; 
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan 
tidak keberatan;  
2. NILASARI binti JAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut : 
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan 
keluarga dengan Terdakwa;  
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan laporan dari 
Saksi Dinda Septia binti Jamli  tentang penyebaran gambar atau foto porno di 
media social facebook; 
- Bahwa Saksi Dinda Septia binti Jamli merupakan adik kandung Saksi; 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
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- Bahwa laporan Saksi Dinda Septia binti Jamli mengenai adanya penyebaran 
gambar atau foto porno dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di media sosial 
facebook; 
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali kejadian penyebaran gambar porno 
dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di media sosial facebook pada hari Sabtu 
tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat ditelpon teman 
Saksi yaitu Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang menyampaikan bahwa 
ada gambar atau foto porno adik kandung Saksi yaitu Saksi Dinda Septia binti 
Jamli, setelah mendapat kabar tersebut Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi 
Alam Fawirza bin Saipul Anwar datang kerumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi 
Lendra yang berada di Jalan Mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa Ipuh 
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dan memastikan 
gambar atau foto porno tersebut yang diduga sebagai gambar atau foto porno 
Saksi Dinda Septia binti Jamli; 
- Bahwa berdasarkan postingan di facebook bahwa yang menyebarkan 
gambar atau foto porno (alat kelamin) dari Saksi Dinda Septia binti Jamli di 
media sosial facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat gambar atau foto porno 
dari Saksi Dinda Septia binti Jamli menyebar di akun facebook atas nama 
Deni Setiawan; 
- Bahwa kronologie kejadiannya Saksi mengetahui adanya penyebaran 
gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli di akun facebook atas 
nama Deni Setiawan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 
2016 sekira pukul 20.00 WITA di rumah orang tua Saksi, suami Saksi yaitu 
Saksi Alam Fawirza bin Saipul Anwar ditelpon oleh Saksi Dian Fitriana binti 
Aidi Lendra yang mengatakan bahwa ada postingan di akun facebook atas 
nama Deni Setiawan ada gambar atau foto porno adik kandung Saksi yaitu 
Saksi Dinda Septia binti Jamli, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi 
dan suami langsung kerumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang 
berada di Jalan Mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan 
Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian setelah Saksi sampai 
dirumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra tersebut lalu Saksi dan suami 
Saksi langsung diperlihatkan gambar atau foto porno di postingan akun 
facebook atas nama Deni Setiawan, kemudian postingan tersebut langsung di 
capture di handphone milik Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra, setelah itu 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Saksi dan suami Saksi langsung pulang kembali kerumah dan 
menyampaikan hal tersebut kepada orang tua dan adik kandung Saksi; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Deni setiawan bisa 
mendapatkan gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kemudian disebarkan di akun facebook atas nama Deni Setiawan akan tetapi 
berdasarkan keterangan dari Saksi Dinda Septia binti Jamli kepada Saksi 
bahwa Saksi Dinda Septia binti Jamli pernah mempunyai hubungan atau 
pacarana dengan Sdr. Bayu kemudian Saksi Dinda Septia binti Jamli pernah 
memberikan gambar-gambar porno miliknya kepada Sdr. Bayu; 
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dinda Septia binti Jamli bahwa 
Sdr. Bayu marah kepada Saksi Dinda Septia binti Jamli dikarenakan nomor 
handphone Saksi Dinda Septia binti Jamlitidak bisa dihubungi, kemudian ada 
sms dari nomor handphone Sdr. Bayu yaitu nomor 082351251676 ke 
handphone Saksi Dinda Septia binti Jamli yang isinya “hahaha ternyata 
pembohong beneran. Bener dugaanku kalo km byak gebetannya. Tp gp2. 
Aku mash punya poto2 vagna kamu ntar aku of aku sbrkan ke sekolah 
kamu”; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungannya Sdr. Deni Setiawan dengan 
Sdr. Bayu yang merupakan pacar Saksi Dinda Septia binti Jamli akan tetapi 
menurut Saksi bahwa akun facebook atas nama Deni Setiawan mungkin 
akun milik Sdr. Bayu dikarenakan yang mendapatkan gambar atau foto porno 
milik Saksi Dinda Septia binti Jamli adalah Sdr. Bayu dan gambar atau foto 
tersebut sama persis dengan gambar yang disebarkan di akun facebook atas 
nama Deni Setiawan; 
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dinda Septia binti Jamli bahwa 
memang benar Sdr. Bayu memiliki akun facebook, akan tetapi di akun 
facebook milik Sdr. Bayu tidak disebarkan gambar atau foto porno milik Saksi 
Dinda Septia binti Jamli akan tetapi di akun facebook Sdr. Bayu menyebarkan 
kata-kata yang mengetahui akan kejadian penyebaran gambar porno milik 
Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “ADA BERITA PANAS DI 
TENGGARONG” kemudian “BERITA BARU DI 
TENGGARONG…SEORANG SISWI SMK FARMASI DI TENGGARONG 
FOTO BUGIL…FOTONYA MENYEBAR KEMANA…HADEH KELAKUAN, 
ADA BERITA PANAS DI TENGGARONG, HOT NEWS DI TENGGARONG”; 
Disclaimer
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- Bahwa Saksi membenarkan gambar atau foto status di akun facebook atas 
nama Bayu Yu yang diperlihatkan oleh Saksi Dinda Septia binti Jamli kepada 
Saksi; 
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan 
tidak keberatan; 
3. DINDA SEPTIA binti JAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa; 
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang 
telah melaporkan gambar atau foto porno Saksi yang telah disebarkan; 
- Bahwa Saksi mengetahuiadanya unggahan gambar atau foto porno Saksi 
telah disebarkan yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira pukul 
20.00 WITA di rumah Saksi setelah kakak saksi yaitu saksi Nilasari binti Jamli 
ditelpon oleh Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra bahwa ada gambar atau 
foto porno milik Saksi yang sudah disebarkan di media sosial; 
- Bahwa yang menyebarkan gambar atau foto porno Saksi adalah akun 
facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa gambar atau foto porno yang Saksi maksudkan yang telah disebarkan 
di akun facebook atas nama Deni Setiawan tersebut adalah gambar vagina, 
gambar foto Saksi telanjang dada dan foto-foto wajah Saksi; 
- Bahwa Saksi membenarkan ke-tiga gambar atau foto yang diperlihatkan 
didepan persidangan adalah sebagai gambar atau foto Saksi yang telah 
disebarkan di akun facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa yang membuat gambar atau foto porno tersebut adalah Saksi sendiri 
karena Saksi diminta oleh Sdr. Bayu  Budiono yang berjanji akan membelikan 
Saksi Iphone 6 dan akan membiayai kuliah Saksi serta kalau sampai Saksi 
menikah dengan Sdr. Bayu Budiono maka Saksi akan dibelikan rumah di 
Samarinda; 
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa gambar atau foto porno Saksi telah 
diunggah di akun facebook atas nama Deni Setiawan karena Saksi diberitahu 
oleh kakak saksi yaitu Saksi Nilasari binti Jamli yang mana Saksi Nilasari binti 
Jamli awalnya diberitahu oleh Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang 
menyatakan bahwa Sdr. Deni Setiawan yang telah mengunggah gambar 
atau foto porno Saksi di akun facebook atas nama Deni Setiawan; 
Disclaimer
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- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. Deni Setiawan 
mengunggah gambar atau foto porno Saksi di facebook karena yang Saksi 
ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 ternyata foto vagina, foto 
telanjang dada dan foto wajah Saksi sudah diunggah di facebook dan 
sebelumnya Saksi hanya mengirimkan gambar vagina, gambar Saksi 
telanjang dada serta foto wajah Saksi hanya kepada Sdr. Bayu Budiono saja; 
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sdr. Deni Setiawan 
dan hubungan Saksi dengan Sdr. Bayu Budiono adalah pacarana dan Saksi 
sudah kenal dengannya sejak tanggal 9 Agustus 2016; 
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Sdr. Bayu Budiono yaitu pada tanggal     
9 Agustus 2016 melalui akun facebook milik Sdr. Bayu Budiono yang nama 
akun facebooknya “BAYU YU” dan pada hari itu juga Sdr. Bayu Budiono 
menjalin hubungan dengan status pacarana bersama Saksi; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Deni Setiawan mendapatkan gambar 
atau foto porno Saksi  darimana, karena Saksi hanya memberikan gambar 
atau foto porno tersebut kepada Sdr. Bayu Budiono dan Saksi merasa bahwa 
akun yang bernama Deni Setiawan itu adalah Sdr. Bayu Budiono karena 
pada saat Saksi chatting di inbox facebook cara penulisan chatting sama 
seperti cara penulisan chatting Saksi dengan Sdr. Bayu Budiono yang di akun 
facebook bernama “BAYU YU”; 
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2016 Saksi chatting dengan Sdr. Bayu 
Budiono melalui akun facebooknya yang bernama “BAYU YU” dengan 
menulis “jika kamu sayang sama aku. Kamu kirim foto payudaramu sama 
vaginamu” dan saksi jawab “iya nanti, nanti” dan Saksi tidak memberikan 
gambar atau foto tersebut kepada Sdr. Bayu Budiono dan beberapa kali Sdr. 
Bayu Budiono meminta gambar atau foto dan Sdr. Bayu Budiono 
mengatakan bahwa apabila Saksi tidak mengirimkan gambar atau foto 
payudara dan vagina Saksi maka Saksi akan diputusin oleh Sdr. Bayu 
Budiono, Saksi tidak mengirimkan gambar atau foto tersebut akan tetapi 
keesokkan harinya Sdr. Bayu Budiono kembali meminta gambar atau foto 
payudara dan vagina Saksi melalui akun facebook dan mengancam akan 
diputus kalau tidak dikasih dan akan membelikan Saksi iphone 6, akhirnya 
Saksi mengirimkan gambar atau foto telanjang dada melalui inbox di 
facebook ke akun “BAYU YU” tersebut akan tetapi setelah Saksi mengirimkan 
gambar atau foto Sdr. Bayu Budiono tersebut tidak ada membelikan Saksi 
Iphone 6. Setelah 1 (satu) minggu Sdr. Bayu Budiono meminta kembali 
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kepada Saksi untuk mengirimkan gambar atau foto vagina Saksi, pada saat 
itu Sdr. Bayu Budiono mengancam akan memutuskan Saksi dan kalau tidak 
dikasih gambar atau foto vagina Saksi maka Sdr. Bayu Budiono akan 
menyebarkan gambar atau foto telanjang dada yang telah Saksi kirim, karena 
Saksi takut gambar atau foto telanjang dada Saksi disebarkan sehingga Saksi 
mengirimkan kembali gambar atau foto vagina Saksi ke inbox facebook 
“BAYU YU” milik Sdr. Bayu Budiono tersebut. Pada sekitar akhir bulan 
Oktober hubungan Saksi dengan Sdr. Bayu Budiono merenggang karena 
pada saat itu handphone milik Saksi rusak dan Sdr. Bayu Budiono tidak 
percaya dan meminta untuk mengirimkan handphone Saksi ke pos dan 
mengirimkan ke alamat Sdr. Bayu Budiono di Berau, Saksi tidak mau 
sehingga pada saat itu Saksi diancam kalau tidak mengirimkan gambar atau 
foto maka Saksi akan diputuskan dan gambar atau foto porno Saksi akan 
disebarkan dan sejak saat itu Saksi tidak ada erhubungan lagi dengan Sdr. 
Bayu Budiono dan pada tanggal 5 Nopember 2016 Saksi mengetahui bahwa 
gambar atau foto porno Saksi telah disebarkan di facebook oleh sdr. Deni 
Setiawan yang Saksi rasa itu adalah Sdr Bayu Budiono tersebut; 
- Bahwa  di akun facebook milik Sdr. Bayu Budiono tidak disebarkan gambar 
atau foto porno milik Saksi tetapi di akun facebook Sdr. Bayu menyebarkan 
kata-kata yang mengetahui akan kejadian penyebaran gambar porno milik 
Saksi yaitu “ADA BERITA PANAS DI TENGGARONG” kemudian “BERITA 
BARU DI TENGGARONG…SEORANG SISWI SMK FARMASI DI 
TENGGARONG FOTO BUGIL…FOTONYA MENYEBAR 
KEMANA…HADEH KELAKUAN, ADA BERITA PANAS DI TENGGARONG, 
HOT NEWS DI TENGGARONG”, sehingga menurut Saksi pengguna akun 
facebook atas nama Deni Setiawan sama dengan pengguna akun facebook 
atas nama Bayu Yu yang merupakan pacar Saksi sendiri; 
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Deni Setiawan tersebut Saksi merasa shock 
dan sangat malu serta takut apabila gambar Saksi tersebut beredar dan 
banyak dilihat oleh orang lain; 
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan 
tidak keberatan; 
4. ALAM FAWIRZA bin SAIPUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
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- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan 
keluarga dengan Terdakwa; 
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya 
laporan dari Saksi Dinda Septia binti Jamli tentang penyebaran gambar atau 
foto porno di media sosial; 
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli karena Saksi Dinda 
Septia binti Jamli merupakan adik ipar Saksi; 
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Dinda Septia binti Jamli melaporkan 
adanya penyebaran gambar atau foto porno dari Saksi Dinda Septia binti 
Jamli di media sosial facebook; 
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 
2016 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi ditelpon oleh teman Saksi 
yaitu Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra; 
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyebaran gambar atau foto porno Saksi 
Dinda Septia binti Jamli di media sosial facebook setelah Saksi ditelpon oleh 
teman Saksi yaitu Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang menyampikan 
bahwa ada gambar atau foto porno adik ipar Saksi, kemudian setelah 
mendapatkan kabar tersebut Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Nilasari binti 
Jamli datang kerumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang berada di 
Jalan Mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong 
Kabupaten Kutai Kartanegara dan memastikan gambar atau foto tersebut 
yang diduga sebagai gambar atau foto Saksi Dinda Septia binti Jamli; 
- Bahwa berdasarkan postingan di facebook bahwa yang menyebarkan 
gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti Jamli di media sosial 
facebook adalah akun facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan akun facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat gambar atau foto porno 
Saksi Dinda Septia binti Jamli menyebar di akun facebook atas nama Deni 
Setiawan; 
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian penyebaran gambar atau foto 
porno Saksi Dinda Septia binti Jamli di akun facebook atas nama Deni 
Setiawan yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekira 
pukul 20.00 WITA dirumah mertua Saksi, Saksi ditelpon oleh Saksi Dian 
Fitriana binti Aidi Lendra yang mengatakan bahwa ada postingan di akun 
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facebook atas nama Deni Setiawan ada gambar atau foto porno Saksi Dinda 
Septia binti Jamli, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi 
Nilasari binti Jamli kerumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang berada 
di Jalan Mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong 
Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian setelah Saksi sampai di rumah 
Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra tersebut maka Saksi dan Saksi Nilasari 
binti Jamli langsung dilihatkan bahwa benar ada gambar atau foto porno di 
postingan akun facebook Deni Setiawan, kemudian postingan tersebut 
langsung di capture di handphone milik Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra, 
setelah itu Saksi dan Saksi Nilasari binti Jamli langsung pulang kembali ke 
rumah dan menyampaikan kebenaran hal tersebut kepada mertua dan Saksi 
Dinda Septia binti Jamli; 
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dinda Septia binti Jamli kepada Saksi 
bahwa gambar atau foto porno yang dikirimkan oleh Saksi Dinda Septia binti 
Jamli kepada Sdr. Bayu Budiono sama atau persis dengan gambar atau foto 
porno yang disebarkan di akun facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dinda Septia binti Jamli bahwa 
Sdr. Bayu yang merupakan pacar dari Saksi Dinda Septia binti Jamli marah 
dikarenakan nomor handphone Saksi Dinda Septia binti Jamli tidak bisa 
dihubungi, kemudian ada sms dari nomor handphone Sdr. Bayu yaitu nomor 
082351251676 ke handphone Saksi Dinda Septia binti Jamli yang isinya 
“hahaha ternyata pembohong beneran. Bener dugaanku kalo km byak 
gebetanya. Tp gp2 aku mash punya poto2 vagna kamu ntar aku of aku 
sbrkan ke sekolah kamu”; 
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dinda Septia binti Jamli memang benar 
Sdr. Bayu Budiono juga memiliki akun facebook, akan tetapi di akun facebook 
milik Sdr. Bayu tidak disebarkan gambar atau foto porno milik Saksi Dinda 
Septia binti Jamli, akan tetapi di akun facebook Sdr. Bayu Budiono telah 
menyebarkan kata-kata yang mengetahui akan kejadian penyebaran gambar 
porno milik Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “ADA BERITA PANAS DI 
TENGGARONG” kemudian “BERITA BARU DI 
TENGGARONG…SEORANG SISWI SMK FARMASI DI TENGGARONG 
FOTO BUGIL…FOTONYA MENYEBAR KEMANA…HADEH KELAKUAN, 
ADA BERITA PANAS DI TENGGARONG, HOT NEWS DI TENGGARONG”; 
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- Bahwa gambar status yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 
gambar status yang telah diperlihatkan oleh Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kepada Saksi yaitu tentang status di akun facebook atas nama Bayu Budiono; 
- Bahwa 3 (tiga) buah gambar atau foto yang diperlihatkan dipersidangan 
adalah benar gambar atau foto yang Saksi lihat dan disebar di akun facebook 
atas nama Deni Setiawan; 
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa akun facebook Deni Setiawan sudah 
dinonaktifkan di facebook karena pada saat mencari akun facebook Deni 
Setiawan sudah tidak muncul akun facebook atas nama Deni Setiawan; 
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan 
tidak keberatan 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu H. 
RIYANTO, S.Sos. bin SUHADI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya 
sebagai berikut :  
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah PNS di Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan Ahli adalah Kepala Seksi Telekomunikasi 
dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi; 
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan surat permohonan dari 
Kapolres Kutai Kartanegara Nomor : B/1322/XI/2016/Reskrim tanggal                   
30 Nopember 2016 tentang permohonan keterangan Ahli dan berdasarkan Surat 
Perintah Tugas dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kutai 
Kartanegara Nomor : 046/645/Diskominfo/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016; 
- Bahwa informasi elektonik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik 
serta interchange (EDI) surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforaso yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya; 
- Bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan 
menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya; 
- Bahwa pengirim informasi elektronik adalah subyek hukum yang mengirimkan 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 
- Bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 
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elektromanetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 
didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau 
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; 
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa alat bukti hukum 
yang sah adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil 
cetaknya serta alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di 
Indonesia; 
- Bahwa yang bertanggungjawab atas segala akibat hukum dalam transaksi 
elektronik adalah : 
a.  Jika dilakukan sendiri maka yang bertanggungjawab terhadap segala akibat 
hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah para pihak yang 
bertransaksi/perorangan; 
b.  Jika dilakukan melalui pemberian kuasa maka yang bertanggungjawab 
terhadap segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah 
pemberi kuasa; 
c.  Jika dilakukan melalui agen elektronik maka yang bertanggungjawab terhadap 
segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah 
penyelenggara agen elektronik; 
- Bahwa Ahli telah dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 
sekira pukul 20.00 WITA di rumah Saksi Dian Fitriana binti Aidi Lendra yang 
berada di Jalan Mangkuraja RT.24 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong 
Kabupaten Kutai Kartanegara telah diketahui oleh Saksi Dian Fitriana binti Aidi 
Lendra ada akun facebook atas nama Deni Setiawan telah menyebarkan atau 
mengirimkan tulisan serta gambar di dinding akun facebook Deni Setiawan 
tersebut yaitu berupa foto gambar wajah serta alat kelamin (vagina dan payudara) 
Saksi Dinda Septia binti Jamli, foto gambar wajah serta alat kelamin (Vagina dan 
payudara) milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dan terdapat tulisan diatasnya “foto 
bugil siswi smk farmasi tenggarong atas nama DINDA SEPTIANA, mungkin kalo 
adda yang kenal orang ini,,,,kelakuanyaaaa” dan foto gambar wajah serta alat 
kelamin (vagina dan payudara) Saksi Dinda Septia binti Jamli di akun facebook 
Deni Setiawan yang mana sebelumnya Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu sekitar 
bulan Oktober 2016 atas permintaan Sdr. Bayu Budiono tersebut Saksi Dinda 
Septia binti Jamli telah mengirimkan foto-foto tersebut kepada Sdr. Bayu Budiono 
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melalui kotak pesan di facebook atas nama Bayu Budiono, kemudian pada hari 
Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 20.00 WITA diketahui bahwa foto-
foto tersebut sudah di upload (ditransmisikan) ke media sosial facebook dengan 
pemilik akun atas nama Deni Setiawan, atas penjelasan tersebut Ahli 
berpendapat bahwa perbuatan orang yang mentransmisikan (mengupload) foto-
foto tersebut melalui akun facebook atas nama Deni Setiawan sebagaimana 
tersebut diatas merupakan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik; 
- Bahwa tulisan dan foto-foto sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen 
elektronik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
- Bahwa akun facebook atas nama Deni Setiawan tersebut termasuk media 
elektronik; 
- Bahwa cetakan atau pint foto-foto yang telah diperlihatkan kepada Ahli tersebut 
yang dicetak dari akun facebook atas nama Deni Setiawan merupakan dokumen 
elektronik yang dapat dijadikan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan 
transaksi elektronik; 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa nama akun yang Terdakwa miliki yaitu akun facebook Bayu Yu dan akun 
facebook Deni Setiawan; 
- Bahwa seingat Terdakwa untuk akun facebook dengan nama Bayu Yutelah 
dibuat Terdakwa sekitar bulannya lupa namun tahun 2015 sedangkan untuk akun 
facebook dengan nama Deni Setiawan telah Terdakwa buat pada bulan Oktober 
2016; 
- Bahwa yang membuat akun facebook Bayu Yu dan akun facebook Deni Setiawan 
adalah Terdakwa sendiri dan yang mengetahui juga Terdakwa sendiri, kemudian 
untuk password dan alamat email akun facebook Bayu Yu adalah 30303030As 
dengan alamat email wahyuyu406@yahoo.com dan akun facebook Deni 
Setiawan dengan password 30303030As ta i alamat emalinya Terdakwa lupa; 
- Bahwa foto-foto dan status komentar tersebut adalah merupakan foto dan status 
yang berada di dinding akun facebook milik Terdakwa yaitu akun facebook Bayu 
Yu dan akun facebook Deni Setiawan; 
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- Bahwa yang menyebarkan foto-foto dan status komentar tersebut yang berada di 
dinding akun facebook milik Terdakwa yaitu akun facebook Bayu Yu dan akun 
facebook Deni Setiawan; 
- Bahwa alat yang digunakan untuk menyebarkan foto-foto dan status komentar 
tersebut yang berada di dinding akun facebook Bayu Yu dan akun facebook Deni 
Setiawan yaitu menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Blacberry Gemini 
warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver hitam; 
- Bahwa sesuai data bahwa foto-foto dan gambar tersebut teruplod pada tanggal       
1 Nopember 2016 dan pada tanggal 5 Nopember 2016 di mess PT. PPA Berau; 
- Bahwa isi tulisan sesuai foto-foto yaitu : 
a.  BERITA BARU DI TENGGARONG…SEORANG SISWI SMK FARMASI DI 
TENGGARONG FOTO BUGIL…FOTONYA MENYEBAR 
KEMANA”…HADEH KELAKUAN”, ADA BERITA PANAS DI TENGGARONG, 
HOT NEWS DI TENGGARONG; 
b.  FOTO BUGIL SISWI SMK FARMASI TENGGARONG ATAS NAMA DINDA 
SEPTIANA MUNGKIN KLO ADA YANG KENAL ORANG 
INI…KELAKUANNYYAAA; 
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut kemudian Terdakwa sebarkan 
di dinding akun facebook milik Terdakwa yaitu akun facebook Deni Setiawan dari 
teman dekat Terdakwa yaitu Saksi Dinda Septia binti Jamli; 
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli adalah 
hubungan pacarana dengan berkenalan melalui media sosial facebook; 
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli melalui akun 
facebook Bayu Yu sekitar bulan Oktober 2015, kemudian Terdakwa pacarana 
sejak bulan Nopember 2015; 
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut yaitu dengan cara 
Terdakwa merayu Saksi Dinda Septia binti Jamli akan membelikan 1 (satu) unit 
handphone Iphone 6 asalkan Saksi Dinda Septia binti Jamli mau mengirimkan 
foto-foto sesuai permintaan Terdakwa dan atas rayuan Terdakwa tersebut 
Terdakwa bisa mendapatkan foto-foto tersebut; 
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto tersebut sekitar bulan Mei 2016 dengan 
menggunakan media inbox akun facebook Bayu Yu; 
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Dinda 
Septia binti Jamli dan merayu agar mendapatkan foto-foto tersebut adalah dengan 
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menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan 
nomor 082351251676; 
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto Saksi Dinda Septia 
binti Jamli tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa kesal tidak bisa berkomunikasi 
lagi dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli serta merasa dicuekin oleh Saksi Dinda 
Septia binti Jamli sehingga Terdakwa sengaja menyebarkan foto-foto yang berada 
di dinding akun facebook milik Terdakwa yaitu akun facebook Bayu Yu dan akun 
facebook Deni Setiawan; 
- Bahwa foto-foto yang berada di dinding akun facebook milik Terdakwa yaitu akun 
facebook Deni Setiawan masih Terdakwa simpan filenya di laptop merk Acer 
warna silver hitam; 
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa untuk akun facebook Deni Setiawan 
sudah dihapus di facebook dan foto-fotonya juga sudah terhapus akan tetapi 
untuk akun facebook Bayu Yu masih ada di facebook; 
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone 
merk Blacberry Gemini warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver 
hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam putih dengan 
nomor 082351251676; 
- Bahwa Terdakwa mengupload gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti 
Jamli sesuai dengan gambar di beranda akun facebook Deni Setiawan yaitu pada 
hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 antara pukul 19.32 WITA sampai dengan 
pukul 20.00 WITA di mess PT. PPA Berau dengan alamat Kampung Pegat Pukur 
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur;  
- Bahwa kronologis Terdakwa kenal dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli sampai 
akhirnya Terdakwa menguploud gambar atau foto porno Saksi Dinda Septia binti 
Jamli di beranda akun facebook Deni Setiawan yaitu awalnya Terdakwa kenal 
beranda akun facebook Deni Setiawan yaitu yaitu sekira bulan Oktober 2015 
melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu akun facebook “BAYU YU” dan akun 
facebook Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “DINDA SEPTIA”, kemudian 
Terdakwa dan Saksi Dinda Septia binti Jamli menjalin hubungan dengan status 
pacarana pada bulan Nopember 2015, selang beberapa bulan Terdakwa 
berpacaran dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli kemudian sekitar bulan Mei 
2016 Terdakwa chatting dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli melalui akun 
facebooknya yang bernama “DINDA SEPTIA” dan Terdakwa menchatting ke 
inbox Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “jika kamu sayang sama aku, kamu kirim 
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foto payudaramu sama vaginamu” dan dibalas Saksi Dinda Septia binti Jamli “iya 
nanti,nanti”. Kemudian beberapa kali Terdakwa meminta gambar vagina dan 
payudara milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dengan mengatakan bahwa apabila 
Saksi Dinda Septia binti Jamli tidak mengirimkan gambar payudara dan vagina 
tersebut maka Saksi Dinda Septia binti Jamli akan Terdakwa putusin hubungan 
pacarannya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi Dinda Septia binti Jamli masih 
saja tidak mengirimkan gambar tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada bulan 
Mei 2016 Terdakwa kembali meminta gambar payudara dan vagina milik Saksi 
Dinda Septia binti Jamli melalui akun facebook dan mengamcam akan diputus 
kalau tidak dikasih dan akan Terdakwa belikan Iphone 6 dan akhirnya Saksi Dinda 
Septia binti Jamli mau mengirimkan gambar atau foto telanjang dada atau 
payudara melalui inbox di facebook milik Terdakwa yaitu “BAYU YU” tersebut, 
setelah itu Terdakwa masih meminta gambar atau foto vagina milik Saksi Dinda 
Septia binti Jamli dikarenakan foto yang Terdakwa dapatkan masih foto payudara 
saja dan Terdakwa merayu Saksi Dinda Septia binti Jamli agar segera 
mengirimkan foto vaginanya serta mengancam apabila tidak dikirimkan gambar 
vaginanya maka gambar payudaranya yang sudah diberikan kepada Terdakwa 
akan Terdakwa sebar luaskan, kemudian selang beberapa hari setelah Terdakwa 
mengancam Saksi Dinda Septia binti Jamli, maka Saksi Dinda Septia binti 
Jamlimeu mengirimkan fotoi vagina miliknya melalui akun facebook, kemudian 
setelah Saksi Dinda Septia binti Jamli mengirimkan foto atau gambar vagina 
kepada Terdakwa pada sekitar akhir bulan Mei 2016 hubungan Terdakwa dengan 
Saksi Dinda Septia binti Jamli merenggang karena Terdakwa jarang 
berkomunikasi lagi dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli dan Saksi Dinda Septia 
binti Jamli mengirimkan sms bahwa handphone milik Saksi Dinda Septia binti 
Jamli rusak, kemudian Terdakwa meminta untuk mengirimkan handphone yang 
rusak tersebut ke pos dan mengirimkan ke alamat Terdakwa di Berau akan tetapi 
Saksi Dinda Septia binti Jamli tidak mau, sehingga setelah kejadian tersebut 
Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli, setelah 
tidak ada komunikasi lagi selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2016 antara 
pukul 19.32 WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA bertempat di Mess PT. PPA  
yang berada di Kampung Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 
Kalimantan Timur, Terdakwa langsung mengupload foto atau gambar payudara 
dan vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli yang sudah dikirimkan kepada 
Terdakwa tersebut ke beranda akun facebook “Deni Setiawan” milik Terdakwa 
dengan Terdakwa edit dijadikan satu gambar dari beberapa gambar Saksi Dinda 
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Septia binti Jamli tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Accer 
warna silver hitam milik Terdakwa; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai 
berikut : 
1. 1 (satu) unit handphone merk blackberry Gemini warna Hitam; 
2. 1 (satu) unit Laptop merk Accer warna silver Hitam; 
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih dengan nomor 082351251676; 
4. Akun facebook An. BAYU YU dengan alamat email wahyuyu406@yahoo.com; 
5. 1 (satu) lembar gambar status Facebook An. Bayu Yu; 
6. 3 (tiga) lembar gambar dan status Facebook An. Deni Setiawan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 
20.00 WITA bertempat di Mess PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) yang berada 
di Kampung Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah 
mengupload gambar atau foto payudara dan vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli 
ke akun facebook Deni Setiawan; 
- Bahwa benar awalnya Terdakwa kenalan dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli  
yaitu sekira bulan Oktober 2015 melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu akun 
facebook “BAYU YU” dan akun facebook Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu 
“DINDA SEPTIA”, kemudian Terdakwa dan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
menjalin hubungan dengan status pacaran pada bulan Nopember 2015, selang 
beberapa bulan Terdakwa berpacaran dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kemudian sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa chatting dengan Saksi Dinda Septia 
binti Jamli melalui akun facebooknya yang bernama “DINDA SEPTIA” dan 
Terdakwa menchatting ke inbox Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “jika kamu 
sayang sama aku, kamu kirim foto payudaramu sama vaginamu” dan dibalas 
Saksi Dinda Septia binti Jamli “iya nanti,nanti”. Kemudian beberapa kali Terdakwa 
meminta gambar vagina dan payudara milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dengan 
mengatakan bahwa apabila Saksi Dinda Septia binti Jamli tidak mengirimkan 
gambar payudara dan vagina tersebut maka Saksi Dinda Septia binti Jamli akan 
Terdakwa putusin hubungan pacarannya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi 
Dinda Septia binti Jamli masih saja tidak mengirimkan gambar tersebut kepada 
Terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2016 Terdakwa kembali meminta gambar 
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payudara dan vagina milik Saksi Dinda Septia binti Jamli melalui akun facebook 
dan mengamcam akan diputus kalau tidak dikasih dan akan Terdakwa belikan 
Iphone 6 dan akhirnya Saksi Dinda Septia binti Jamli mau mengirimkan gambar 
atau foto telanjang dada atau payudara melalui inbox di facebook milik Terdakwa 
yaitu “BAYU YU” tersebut, setelah itu Terdakwa masih meminta gambar atau foto 
vagina milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dikarenakan foto yang Terdakwa 
dapatkan masih foto payudara saja dan Terdakwa merayu Saksi Dinda Septia 
binti Jamli agar segera mengirimkan foto vaginanya serta mengancam apabila 
tidak dikirimkan gambar vaginanya maka gambar payudaranya yang sudah 
diberikan kepada Terdakwa akan Terdakwa sebar luaskan, kemudian selang 
beberapa hari setelah Terdakwa mengancam Saksi Dinda Septia binti Jamli, 
maka Saksi Dinda Septia binti Jamlimeu mengirimkan fotoi vagina miliknya 
melalui akun facebook, kemudian setelah Saksi Dinda Septia binti Jamli 
mengirimkan foto atau gambar vagina kepada Terdakwa pada sekitar akhir bulan 
Mei 2016 hubungan Terdakwa dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
merenggang karena Terdakwa jarang berkomunikasi lagi dengan Saksi Dinda 
Septia binti Jamli dan Saksi Dinda Septia binti Jamli mengirimkan sms bahwa 
handphone milik Saksi Dinda Septia binti Jamli rusak, kemudian Terdakwa 
meminta untuk mengirimkan handphone yang rusak tersebut ke pos dan 
mengirimkan ke alamat Terdakwa di Berau akan tetapi Saksi Dinda Septia binti 
Jamli tidak mau, sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak lagi 
berkomunikasi dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli, setelah tidak ada 
komunikasi lagi selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2016 antara pukul 19.32 
WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA bertempat di Mess PT. PPA  yang 
berada di Kampung Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 
Kalimantan Timur, Terdakwa langsung mengupload foto atau gambar payudara 
dan vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli yang sudah dikirimkan kepada 
Terdakwa tersebut ke beranda akun facebook “Deni Setiawan” milik Terdakwa 
dengan Terdakwa edit dijadikan satu gambar dari beberapa gambar Saksi Dinda 
Septia binti Jamli tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Accer 
warna silver hitam milik Terdakwa; 
- Bahwa benar akun facebook atas nama “Bayu Yu” dan akun facebook atas nama 
“Edi Setiawan” adalah akun milik Terdakwa; 
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengupload foto-foto Saksi Dinda 
Septia binti Jamli tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa kesal tidak bisa 
berkomunikasi lagi dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli serta merasa dicuekin 
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oleh Saksi Dinda Septia binti Jamli sehingga Terdakwa kemudian mengupload 
foto-foto yang berada di dinding akun facebook milik Terdakwa yaitu akun 
facebook Bayu Yu dan akun facebook Deni Setiawan; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan 
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan 
fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua 
sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-
unsurnya adalah sebagai  berikut :  
1. Setiap orang;  
2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan; 
3. Dengan sengaja dan tanpa hak; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
Ad. 1. Unsur : Setiap orang;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis 
Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam 
tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap 
sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan 
pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut; 
Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum 
yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang 
dan badan hukum privat/korporasi; 
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 
orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Wahyudin 
alias Bayu Yu alias Deni Setiawan bin Sugiono yang ternyata Terdakwa telah 
mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai 
identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;  
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang 
yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh 
Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap 
orang telah terpenuhi; 
Ad. 2. Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;  
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan : 
 Informasi Elektronik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic 
data interchange (EDI), surat elektronik (elekronic mail), telegram, teleks, telecopy 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang 
telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya; 
 Dokumen Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, 
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode 
Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 
oleh orang yang mampu memahaminya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu 
berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti 
yang diajukan dipersidangan : 
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Nopember 2016 sekitar pukul 
20.00 WITA bertempat di Mess PT. Putra Perkasa Abadi (PT. PPA) yang berada 
di Kampung Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah 
mengupload gambar atau foto payudara dan vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli 
ke akun facebook Deni Setiawan; 
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- Bahwa benar awalnya Terdakwa kenalan dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli  
yaitu sekira bulan Oktober 2015 melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu akun 
facebook “BAYU YU” dan akun facebook Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu 
“DINDA SEPTIA”, kemudian Terdakwa dan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
menjalin hubungan dengan status pacaran pada bulan Nopember 2015, selang 
beberapa bulan Terdakwa berpacaran dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
kemudian sekitar bulan Mei 2016 Terdakwa chatting dengan Saksi Dinda Septia 
binti Jamli melalui akun facebooknya yang bernama “DINDA SEPTIA” dan 
Terdakwa menchatting ke inbox Saksi Dinda Septia binti Jamli yaitu “jika kamu 
sayang sama aku, kamu kirim foto payudaramu sama vaginamu” dan dibalas 
Saksi Dinda Septia binti Jamli “iya nanti,nanti”. Kemudian beberapa kali Terdakwa 
meminta gambar vagina dan payudara milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dengan 
mengatakan bahwa apabila Saksi Dinda Septia binti Jamli tidak mengirimkan 
gambar payudara dan vagina tersebut maka Saksi Dinda Septia binti Jamli akan 
Terdakwa putusin hubungan pacarannya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi 
Dinda Septia binti Jamli masih saja tidak mengirimkan gambar tersebut kepada 
Terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2016 Terdakwa kembali meminta gambar 
payudara dan vagina milik Saksi Dinda Septia binti Jamli melalui akun facebook 
dan mengamcam akan diputus kalau tidak dikasih dan akan Terdakwa belikan 
Iphone 6 dan akhirnya Saksi Dinda Septia binti Jamli mau mengirimkan gambar 
atau foto telanjang dada atau payudara melalui inbox di facebook milik Terdakwa 
yaitu “BAYU YU” tersebut, setelah itu Terdakwa masih meminta gambar atau foto 
vagina milik Saksi Dinda Septia binti Jamli dikarenakan foto yang Terdakwa 
dapatkan masih foto payudara saja dan Terdakwa merayu Saksi Dinda Septia 
binti Jamli agar segera mengirimkan foto vaginanya serta mengancam apabila 
tidak dikirimkan gambar vaginanya maka gambar payudaranya yang sudah 
diberikan kepada Terdakwa akan Terdakwa sebar luaskan, kemudian selang 
beberapa hari setelah Terdakwa mengancam Saksi Dinda Septia binti Jamli, 
maka Saksi Dinda Septia binti Jamlimeu mengirimkan fotoi vagina miliknya 
melalui akun facebook, kemudian setelah Saksi Dinda Septia binti Jamli 
mengirimkan foto atau gambar vagina kepada Terdakwa pada sekitar akhir bulan 
Mei 2016 hubungan Terdakwa dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli 
merenggang karena Terdakwa jarang berkomunikasi lagi dengan Saksi Dinda 
Septia binti Jamli dan Saksi Dinda Septia binti Jamli mengirimkan sms bahwa 
handphone milik Saksi Dinda Septia binti Jamli rusak, kemudian Terdakwa 
meminta untuk mengirimkan handphone yang rusak tersebut ke pos dan 
mengirimkan ke alamat Terdakwa di Berau akan tetapi Saksi Dinda Septia binti 
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Jamli tidak mau, sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak lagi 
berkomunikasi dengan Saksi Dinda Septia binti Jamli, setelah tidak ada 
komunikasi lagi selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2016 antara pukul 19.32 
WITA sampai dengan pukul 20.00 WITA bertempat di Mess PT. PPA  yang 
berada di Kampung Pegat Pukur Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 
Kalimantan Timur, Terdakwa langsung mengupload foto atau gambar payudara 
dan vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli yang sudah dikirimkan kepada 
Terdakwa tersebut ke beranda akun facebook “Deni Setiawan” milik Terdakwa 
dengan Terdakwa edit dijadikan satu gambar dari beberapa gambar Saksi Dinda 
Septia binti Jamli tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit laptop merk Accer 
warna silver hitam milik Terdakwa; 
- Bahwa benar akun facebook atas nama “Bayu Yu” dan akun facebook atas nama 
“Edi Setiawan” adalah akun milik Terdakwa; 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan dokumen elektronik 
yang melanggar kesusilaan yaitu perbuatan Terdakwa yang telah mengupload 
gambar atau foto payudara dan vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli ke akun 
facebook Deni Setiawan sehingga gambar atau foto payudara dan vagina Saksi Dinda 
Septia binti Jamli dapat dilihat di media sosial facebook; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan telah terpenuhi; 
Ad. 3. Unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak;  
Menimbang bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang 
dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam arti 
bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga 
harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., 
M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan 
dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007); 
Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) 
bentuk kesengajaan, yaitu :  
1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu 
tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud 
dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku; 
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2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids 
of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah 
seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat 
yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi; 
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini 
yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku 
tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi; 
Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka 
haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta 
hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan 
dari Terdakwa;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim 
akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu 
berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti 
yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa 
yang telah mengupload gambar atau foto payudara dan vagina Saksi Dinda Septia 
binti Jamli ke akun facebook Deni Setiawan sehingga gambar atau foto payudara dan 
vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli dapat dilihat di media sosial facebook tersebut 
telah dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa kesal kepada Saksi Dinda 
Septia binti Jamli karena sudah lama tidak bisa berkomunikasi dan Terdakwa juga 
merasa dicuekin oleh Saksi Dinda Septia binti Jamli;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan 
sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan 
hukum yang berlaku; 
Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat 
bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengupload gambar atau foto payudara dan 
vagina Saksi Dinda Septia binti Jamli ke akun facebook Deni Setiawan tersebut 
dilakukan dengan tanpa hak karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan 
dengan hukum objektif yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah jelas mengaturnya; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan 
sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi; 
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Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan alternatif Kedua; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan 
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan 
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap 
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap 
berada dalam tahanan; 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk 
Blackberry Gemini warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Accer warna silver hitam 
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan 
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti 
tersebut dimusnahkan; 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa akun facebook an. BAYU YU 
dengan alamat email wahyuyu406@yahoo.com, 1 (satu) lembar gambar status 
facebook an. BAYU YU dan 3 (tiga) lembar gambar dan status facebook an. DENI 
SETIAWAN, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir 
dalam berkas perkara; 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung 
warna hitam putih dengan nomor 082351251676, oleh karena barang bukti tersebut 
tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka 
Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada 
Terdakwa; 
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka 
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan Terdakwa; 
Keadaan yang memberatkan :  
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;  
Keadaan yang meringankan :  
- Terdakwa  bersikap sopan dipersidangan; 
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga 
memperlancar proses persidangan;  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 
perbuatannya tersebut;  
- Terdakwa belum pernah dipidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN alias BAYU YU alias DENI SETIAWAN bin 
SUGIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” 
sebagaimana dalam dakwaan Kedua; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan; 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini warna hitam; 
- 1 (satu) unit laptop merk Accer warna silver hitam; 
Dimusnahkan; 
- Akun facebook an. BAYU YU dengan alamat email wahyuyu406@yahoo.com; 
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- 1 (satu) lembar gambar status facebook an. BAYU YU; 
- 3 (tiga) lembar gambar dan status facebook an. DENI SETIAWAN; 
Terlampir dalam berkas perkara; 
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam putih dengan nomor 
082351251676  
Dikembalikan kepada Terdakwa; 
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 
(dua ribu rupiah); 
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh Ari 
Prabowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H. dan Masye Kumaunang, 
S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim 
Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri 




Ari Listyawati, S.H. 
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